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BAR I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

FKehidupan Lenegaraan tidsak t;;ieﬁas dari
gagasan—gagasan kenegaraan yang hidup dalam masyarakat.
Demikian pula dalam Garis-Garics Besar Haluan Megara di
tetaptan bahwa aparatur pemerintah sebagai abdi negara
dan abdi masyarakat perlu ditingkatkan pengabdiannya
dan kesetiaannya kepada cita-cita perjuangan bangsa
dan negara, terdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.

Menyadari bahws pegawai negeri  yang loyal
merupakan faktor penentu bagi ﬁesempurnaan aparatur
negara makanya diperlukan pembinaan dan redisiplinan,
Dengan adanya upaya pelaksanaan disiplin pegawai
negeri, maka d%pat diciptakan pegawzl negeri sipil yang
berwibawa, jujur serta berkualitas tinggi disamping itu
Eémangat Lerjanys dapat lebih ditingbatkan, clehnyx itu
perlu ditanamban bagi setiap pegawal negeri sipil.

Untuk membina pegawai negeéi sipil seperti
tersebut diatas diperlukan adanya peraturan—-peraturan
dieiplin pegawal yang menuntut polok-pokok Lewajiban,

serta sanksi administratif apabila kewajibannya tida¥




dilaksanakan,. atau dilaksanakan tetapi tidak
semestinya. -

FPemnbinaan disiéiin pegawai negeri dalam suatu
organisasi pemerintahan adalah merupakan suatu usaha
yang terus menerus dilakukan dalam rangka pencapaian
tujuan dari pada organisasi yang bersanghkutan, apabila
terjadi penyimpangan kerja, dan perbuatan guna disiplin
dalam bekerja, ceperti mengenyampingkan tugas utama
derngan mengadakan kegiatan lain, maka hxl demigian
adalah merupakan suatu penyimpangan disiplin keria
sebagai panutan  serta contoh, yang sekaligus punya
andil untuk mewuwjudkan disiplin, agar apa yang hendak
dicapai hendaknya terlaksana dengan sehaik-bhaiknyx.

Berkaitan pada uraian—uraian tersbut di atas,.
maka pihak pemerintah melihak banyaknya penyimpangan
disiplin pegawai negeri maka dikeluarkanlah suatu
peraturan yang khusus mengatur masalah disiplin pegawai
negeri sipil yaitu Peratwran Pemerintah Mo. 30 tahun
1980 yang didalamnya memuat pokok-pokok Lewajiban dan
larangan serta sanksi apabila Lewaijiban tidak
dilakeanakan atau larangan dilanggar sehingga pegawai
lebih diharapkan dapat meningkatkan tualitas serta
cadar untuk melaksanakan tugas yang diSebankan negara
tLepadanya dengan penuh racsa tanggung jawab. |

Sehubtungan  dengarn itu maka untuk meningkatkan




daya guna dan hasil guna pegawai negeri sipil serta

meningkatran efektivitas dan efesien pencapaian  tujuan

arganisasi, maka T perlu diperhatikan masalah
tedisiplinan. Sebab sebenarnya ketidak disiplinan
" bukanlah hanya merupakan inditator yang dapat

menurunkan semangat dan  kegairahan  keria melainkan
dapat mempengaruhi efektivitas dan efesiensi pen;apaian
tujuan organisacsi.

Rerdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka
evaluasi pelaksanaan disiplin pegawai akan menjadi
penting artinya untuk dikajil lebih mendalan oleh karena
itu vyang merupakan latar belakang bagi penuliz untuk
memilih  judul “EVALUASI FELAKSANAAN DISIFLIN FPEGAWAI
MEGERI SIPIL PADA KAMTOR SEKERTARIAT DAERAH TIMGKAT I1
FARUPATEM FEMDARI" adxlah sebagai berikut @

1. Penulis ingin mengetahui pelaksanaan disiplin
regawai negeri pada Kantor Severtariat Daerah
Tingkat II Kabupaten Fendari.

2. Penulis ingin mengetahuil hambatan dalam
pelaksanaan disiplin pegawai negeri pada Fantor

Sebretariat Daerah Tingkat 11 Kabupaten Kendari.
B. Batasan dan Rumusan Masalah

Menyadari bahwa masalah evaluasi kedisiplinan
adalah merupakan upaya penilaian terhadap Femampuan

terja seorang pegavai negeri =ipil di  dalam
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pengabdiaﬁhyallhepada neggfa serta dapat mempengaruhi
perbaikan ké?iéfnya sendiri; Fegawal negeri sipil dalam:
melakukanttugasnya berpedoman pada peraturan—peraturan
yang bkerkenaan dengaﬁ“pelaksanaan tugas dengan tuiuan
agar pelaksanaan tugas Vdilaksanakan sebagai mana
mestinysa Eepérti vang telah digariskan.

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas seseorang
maka pihak  pemerintah mengeluarkan peraturan yang
Lhusus mengatur disiplin pegawai negeri yaitu PP Mo. 30
tahun 1980 tetentuan dan  larangan serta hukuman
digiplin bagi pegawai negeri.

Berdasarkan hermasalahanﬂpermasalahan vang
disebut ‘di atas, maka untuk mempermudah pembahasan,
perulis merumuskan permasalahan pokok. Fermasalahan
yvang menjadi sorotan kajian skripsi ini adalah .sebagai
berikut

1. Sejauhmana pelaksanaan  tugas Tiem evaluasi
dicsiplin pada ¥Kantor Seltertariat NilayahA Daerag

Tingkat 11 Kendari °?

2. Hal-hak apakah yang merupakan hambatan dalam
pelakeanaan evaluasi disiplin  pegawal pada

Kantor Sekertariat Daerah Tingkat II Habupaten

Fendari 7

Sejauhmana realisai pelaksanaan disiplin pegawail

pada Kantor Sekertariat Daerah Tingkat 1t

¥abupaten ¥endari ?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.

Adapun tujuan penelﬁiian adalah :

a). Untuk mengetaﬁ;i pelaksanaan evaluasi disiplin
pegawai.

b). Untuk mengetahui hambatan-hambataﬁ dalam rangks
pelaksanaan evaluasi disiplin pegawal.

c). Untuk mengetahui =ejavhmana realisasi

pelaksanaan disiplin pegawai.

Kegunaan penelitian adalah adalah :

a). Diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah
daerah pada ¥antor Sekertariat Daerah Tingkat 11
Kabupaten Kendari khususnya dalam pelaksnaan
evaluasi di;iplin pegawai negeri sipil.

b). Dengan adanya penelitian iﬁi maka kesulitan-
tesulitan &atau kendala-kendala yang menhambat
pelaksanaan evaluasi disiplin pegawai negeri_
pada Kantor Sekertariat ﬁaerah Tingkat 11

¥abupaten Kendari dapat dipecahtkan.

D. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan bahan—bahan serta data yang

diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis

menempuh langkahb—-langkah sebagai berikut @

1. Tipe penelitian

Tipe pernelitian yarng dipergunatan adalah
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deskriftif,yaitu penelitian yang bertujuan untuk
melukiskarn atau menggambarkan'bagaimana evaluaesi
pelaksanaan disiplin pegawai negeri pada FKantor

Sekertariat Daerah Tingkat 11 Kabupaten Kendari.

Lokasi Penelitianr

Sesuai denéan topik skrips=i yamrg telah di
tetapkan maka lokasi penelitian yang dijadikan
sebagai cbyek penelitian adxlah Kantor

Sekertariat Daerah Tingkat Il ¥abupaten Kendari.

Fopulasi darnn Simpel

Fenarikan sampel yang digunakan adxlah

purporsive sampling.

a) Fopulacsi
Fopulasi » dari penelitian adalah seluruh
pegawai Kantor Sekertariat Daerah Tingkat 11
Kabupatern ¥endari vyang secara keseluruhan
berjumlah7279 orang.

b) Sampel
Teknik penarikan sampel adalah -purporsive
sampel yakni penarikan sampel didasarkan pada
tLabupaten tertentu.
Adapurn  jumlah sampel yang dipilih sebagai

informan adalah sebagai berikut :



arang golongan IV
- 10 orang golengasn 111
- 19 orang golongan I1

- T orang golongan I

Totxl 20 arang.

Tebknik penéumpulan data

Urntuk mempercoleh bahan-bahan dan atau
vang dibutuhtan sehungan penulisan ekripesi
digunakan teknik sebagai berikut

~ HWawmancara/interviue

data

ini

Teknik ini dimakeudkan untuk  mendapatkan

data primer, vyaitu penulis mengadakan
txnya Jawzab  terhadap bheberaps orang

informan vang dianggap banyak mengetahui

zeluk teluk atau permssalahan Yang
berhubungan dengan penelitian.

- Duisioner
Cara inid penulis membust seijuml ah
pEnyataan vang erat kattanya dengan
evaluaszi diziplin pegawail negeri  sipid

dengan permasalahan penelitian yang kepada

para sampel yang dianggap bies memberikan

informasi yvang dibutuhakan.




5. Fengelolaan dan Analisis data
ﬁéta;data yang terkumpul diolah BECAara
kga!itatif yaitu dengan menggunakan  tabel

é%ekuensi lalu diprosentasikan.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memudzhkan pembshasan ekripsi
ini dan sekaligus .pula materi pokok skripsi dalam
susunan sistematikanya 5ebag§i berikut :
| Hab pertama adalah bab pendahuluan  yang di
dalamnya diuraikan latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

BEab vyang kedua adalah tinjauan pustaka yang
merupakan landasan teoritis pengkaiian skripsi init di
dalamnya disajikan pengertian—-pengertian, dasar
pelaksanaan evaluasi disiplin pegawai negeri Eiﬁil,
manfaat pembinaan disiplin pegawai negeri sipil.

Eab betiga adalah gambaran (R IRE lckasi

penelitian, dan dalam bab ini ditemutakan struktur
Gréanisasi peganai negeri sipi) pada Kantor Sekertariat
Daerah Tingkat II ¥abupaten FKendari dan Leadaan
kepegawatitan.

Bab keempat adalah merupakan pembahasan hasil

penelitian yang didalamnya akan dikemukakan, tata cara

pelaksanaan evaluasi disiplin pegawai negeri, pengaruh




langsung evaluasi disiplin pegawai negeri pada Kantor
Sekerta;iat Daerah Tingkat 11 Kabupaten ¥Kendari.

Béb telima adalah bab terakhir dalam skripsi ini
didalamnya dikemuhakaﬁ kesimpulan . dari bab—hab

terdahalu dan selanjutnyx diberikan saran yang dianggap

bermanfaat.




BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengerti?n Evaluasi

Sesﬁnggunya terdapat suatu instfumen yang sangat
pokaolk dan baik dalam rangka usaha menjamin‘obyektivitas
dalam pelaksanaan pembinazan pegawal negeri e€ipil. Hxl
ini berdasrkan sistem karier dan sistem prestasi hkerja
vaitu pernilaian stauw evaluasl pelaksanzan  pekerjaan
bagi pEgawuai negeri sipil. Sejalan dengan itu
pemerintah telah mengeluarkan Feraturan Femerintsh Mo,
10 tahun 1979, yang mana didalamnya ditegashkan bahwé,
setiap atasan langsung pégawai negeri =ipil merupakan
pejabat penilai, sebagai pejabat yang berwenang membuat
penelitian pelakesansan pekerjaan pegawzl negeri =ipid
dalam linghkungannya.

Berkenaan dengan uralan tersebut diatas, maka
Sondang P. ‘Siagian {1981 : 141) memberi batasan
pengertian penelitian atau evaluasi s=ebagai berikut :

"Penilaian adalah fungsi organik  administrasi

dan manaxgemen  yang terakhir. Definisinya
ialah, proses pengulkuran dan perbandingan dari
pada hasil-hasil pelerkaan vang nyatanya
dicapai dan hastil-hasil yang seharusnya
dicapai".

Berdasarkan rumusan atau  pengertian eva}uasi

tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahua

evaluaszi adalah merupakan rangkaian tigas bagi para

10
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pimpinaﬁAdi dalam suatu organisasi untuk menilai hasil-
hasil yéng telah dicapai yang memang merupakan tujuan
dan hasil-hasil yang akan direncanakan.
ﬁengan adanya pelaksanaan penilaian atau
evaluasi di dalam suafu organisasi, dengén sendirihya
dapatlah diketzhui hal-hal yang merupakan kendala a&tau
hambatan bagi pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan
tugasnys sehingga apa yang merupakan  tujuan  tidak
tercapai keseluruhannya. Oleh sebab itu jika menurut
hasil penilaian  tujuan sudah  tercapai maka dengan
sendirinya prestasi kerja sudah tergolong sukses, atau
dengan perkataén lain organisasi tersebut telah tumbuh
dan berkembang dengan baik. Sebaliknya Jjika suatu
arganisasi tidak tumbuh dengan baik berarti organisasi
itu sudah menuju pada arah kehancuran. Yang dimaksud
dengan bertumbuh dan berkembang dalam suatu organicsasi
tentu hal-hal vang meliputi :
2. Organisasi semakin mampu meningkatkan produk-
tivitasnya.
k. Tidak berhenti pada sesuatu =tatus efisiensi.
c. Semakin terlihat adanya organisasi yang makin
efisien.
d. Semakin kurarng diombang-ambingkan situacsi
sekelilingnya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakékaf

dari penilaian atau evaluasi adalah ditujulan Fkepada



Téééuatﬁf;?ése tertentu dalam satu proses setelah fase
ttu seluruhnya cseleszi dikerjakan, dan evaluasi
bersifat Lkorektif terhadap fase vyang telah selesai

dikerjakan.
B. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pada pembahasan sub bab terdahulu telah
dikemukakan pengertisn evaluasi atau penilaian. Masalah
evaluasi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari disiplin pehawzl negeri sipil. Sehubungan dengan

itu maka dibawah ini perlu dikemukakan pengertian-

[T

pengertian antara lain
1. Pelaksanaan
2. Pembinaan
3. Dieiplin
4. Pegawai.
ad.1. FPelaksanaan
Sudarto (1981 : 153} amengatakan "Felaksanaan
adalah merupakan usaha-usaha secara rasional
untuk  pelaksanaan atau penerapan kebijaksanaan
yang sebenarnya"
ad.2. Pembinaan
Fembinaan dapat diartikan membangun atau meraih
suatu vyang 1lebih dari vyang ada sebelumnya.
FPembinaan rjuga dapat diidentikkan dengan
manajemen kepegawaian atag personil manajemen

sebagaimana yang ditemukalan Manullang (1981 : %)

bahwa




"Personnel manajemen adalah seni dan  ilmu
rerencanaan, pelaksanaan dan  pengontrolan
tenaga kerja untuk tercapainya tujuan vyang
ditentukan terlebih dahulu dengan  adanya
kepuasan hati pada diri para pekerjaan”.

. Berdasarkan rumusan  tersebut di atas dapat
disimﬁ&lkan bahwa pembinaan menitik beratkan pada usaha
untuk:  mendapatkan tenaga kerja yang produktif menurut
kebutuhan organisasi seperti pembinaan pegawai negeri

=ipil.

ad.3. Disiplin
Disiplin adalah merupakan-salah satu hak  vyang
sangat penting dalam menciptakan pegawai vyang
kerkawalitas dalam melaksanakan segala tugss
yang dibebankan kepadanya.
Kedisiplinan dapat menimbulkan suatu =sikap yang
mencerminkan ketaatan térhadap pimpinan di satu

sizi, dan terhadap peraturan—peraturan di sisi

lain. Dalam hubungan ini Alex S.M. (1984 : 119)
mengatakan @
"Disiplin adalah sebagai suatu eibap,

tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan
peraturan Vdari perusahaan atau instansi  bhaik
vang tertulis maupun tidak."

Fada pengertian di atas, dapat disimpulkan

bahwa digsiplin pada  hakikatnya selalu

mengharapkan seorang pegawai atau taryawan
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gelalu berbuat dan bertindak sesuai dengan
perintah yang telah ditegaskan dalam peraturan
yvang berlaku dalam perusahaan atau instansi
guna mencapail suatut tujuan yang diharapkan.
gudirman Herman (1984 @ 65) mengatakan bahuwa -
“Disiplin adalah suatu aasar pengabdian di
mana seéeorang harus selalu berusaha mengenda-—
likan diri tertib dan mematuhi peraturan—
peraturan perundang—undangan yang berlaku".
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan
bahwa, disiplin adalah suatu ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan dalam suatu
organisasi.
Dalam pgnjelasan Undang-Undang Mo. 8 taturn 1974
tentang pokok—pokok‘Kepegawaian pada pasal 29
ditegaskan bahwa vperaturan disiplin &dalah
suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan
dan sanksi, apabila keharusan tidak diturGt
atau lzrangan itu dilanggar". fpabila
diperhatikan Letentuan pasal 25 dari Undang-
Undang Ho. 8 tahun 1974, maka didalamnya
mengandung tiga unsur pokot yaitu, seseorang
pegawai negeri dan larangan serta sanksi.
Fetiga unsur tersebut di tegaskan pula dalam

peraturan pemerintah yakni PP HNo. 30 tahun

1280.




ad.4. Pegawai
Fegawai vyang dimaksud dalah hal ini adalah
pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil‘
daxlam melaksanakan tugasnya harus berpedomah
pada peraturan perundang-undangan dengan tujuan’
agxr peléhsanaan tugas bhenar—bhenar sesuxi
dengan peraturan yang berlaku.
Dengan dikeluarkannya perafuran pemerintah Mo,
IO tahun 1980 maka diharapkan pegawai negeri
sipil pada umumnya dapat meningkatkan  kualitas
serta dapat melaksanakan tugas yang dibebankan
Lepadanya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Blfret L.R. 91984 : 72) mengatakan sebagai
berikut :

Untuk  mengukur dan melihat adamys disiplin
sejati harus memenuhi hal-hal antara lain : |
1. Pegawai datang ke fkantor secara teratur

tepat pada waktunya.

. Fegawai menggunakan alat—alat kantor dengan

hati-hati.
3. Fegawai dapat - menghasziltan Jumlah dan
kualitas peterjisan - yang memuaskan dan

senantiasa mengikuti cara kerja yang telah
ditentukan oleh kantor atau perusahaan.

4. Fegawai berpakaian serba baik pada tempat
pekerjaannya.

S. Fegawzi menyelesaikan pererjaannya dengan
semangat yang baik".
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Setelah diketahui uraian-uraian tersebut maka
selaniuvtnya penulis mengemukakan pengertian pegawal

. menurut peraturan perundang-undangan.
Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-urndang No. 8

tahun 1974 dinyatakan abhua :

“Fegawai negeri adalah mereka vyang setelah R
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam )
peraturan perundang—undangan yang berlaku,

diangkat oleh pejabat berwenang dan diserai
tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi
tugas negara lainnya yang ditetapkan
bherdaszarkan suatu peraturan perundang-undangan
vang berlaku".

Jika diperhatikan bunyi ketentuan Undang—undaﬁg
tersebu£ di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
pegawail rnegeri adalah mereka-mereka yang telah memenuhi
csyarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang untuk
melaksanakan segala uruszan sdministrasi negara.

Apabila mereka—-mereka ini telah melaksanakan
kewajiban-kewajiban oleh negara maka selarnjutnya pihsk
pimpinan aktan memberikan suatu penilaian atau evaluasi
urituk menentukan Lenaikan pangkat atau untuk

dipromosikan menduduki suatu jabatan dalam lingkungan

organizasinya.
C. Faktor—-faktor yang Rerkaitan Dengan Disiplin Pegawai

Dalam suatu instansi atau perusahaan, peraturan
- diziplin pegawai perlu ditegasktan kaxrena untuk meabina

suatu  pegawai  tentu berpedoman pada peraturan  vang

telah ditetapkan oleh pemerintah.
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Berkenaan dengan uraian di atas, maka pemerintah
‘télah mengeluarkan peraturannya yaitu Feraturan
VPemerintah Mo. 30 tahun 1980, tentang disiplin pegawai
negeri eipil, yang terdiri dari lima bab dan 32 pasal.

: Pératuran' Pemerintah Mo. 30 tahun 71980 adalah
merupakan pengkhususan bagi pegawai negeri dengan
orientasinya mengatur segala kewajiban—-kewajiban vyang
harus dilaksanakan oleh pegawai negeri =ipil sebagai
abdi negara.

Dari peraturan pemerintah tersebut di &tas
meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Kewzjiban

- Larangan

= Hukuman disiplin

- Fejabat yang berwenang menghukum

- Femeriksaan dan penjatuhan hubkumarn disiplin

- Badan pertimbangan kepegawaian

Tujuarn evaluasi pembinaan disiplin pegawai
negeri €ipil  tidak terlepas pada konsep dasar vang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan disiplin
pegavial negeri sipil yang mencaktup pembinaan disiplin
pegawai agar dapat menghindari larangan guna

menciptakan pegawai negeri yang mempunyai tanggung

Jawab dalam menjalantan tugas dan fungzi sebagai abdi

negara dan abdi masyarakat.
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Untuk melaksanalkan pembinaan pegawai tersebut
ha#ug berpedoman pada peraturan pemerintah No. 30 tahun
1980  yang setiap saat atau dalam tenggang waktu vyang
ditentukan oleh pimpinan  dalam sustu lingkungan
) organisééi baitk instansirpemerintah mauvpun -perusahaah
akan méngadakan penilaian .atau evalussi pembinaan
disiplin pegawal atau karaywan. Dengan demikian maka
tujuan  pembinaan disiplin pegawai negeri sipil  adalah
untuk menciptakan adanya pegawal yang taat serta setia
dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Hal tersebut di atas hanya dapat dicapai apabila
semua pegawal menyadari tugas dan fungsinya sebaga abkdi
negara dan abdi masyarakat dengan memperhatikan semua
hal—-hal  yang merupakan kewaiiban dan 1aréngan yang
tercantum dalam pasal 2 dan 3 PP bNMo. 30 Tahun 1980,
atau dengan  kata lain jika semua pegawail negeri
melaksanakan ketentuan dari Peraturan Femerintah Mo. 30
tahun 1980, maka apa yang diciptakan akan tercapai dan
dirasakan sebagal suatu usaha nyata berkat ketaatan dan
kedisiplinan.

Fembinsan adalah merupaban puls pelaksanaan
kedisiplinan atas segala tewajiban-kewajiban yang
tersirat dalam pertauran peamerintah No. 30 tahun 1980

oleh para pegawai yang berpredikat sebagai pegawai

negeri =ipil secara keseluruhan.
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Dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tabun 1980,
‘terdapat larangan dari bagi setiap pegawai negeri
éipil. Larangan tersebut meliputi antara lain :

1. Yang berhubungan dengan kesetian dan ketaatan
kepada Pancasila, VUUD 1045; Negara dan
Pemeriﬁtah Dalam Feraturan tersebut yang
mencakup larangan bagi setiap pegawai adalah:
&, Melakukan hial-hal y&ang menurunkan

kehormatan atau mai-tabat negara,
pemerintah atau pegawal negeri sipil.

b. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan,
teman sejawat, bawahan atau orang lain di
dalam maupun di luar lingkungan kerianya
dengan tujuan ménérik Leuntungan pribadi,

golongan atau pihak lain.

2. Yang berhubungan dengan ketaatan atas segala
peraturan per-Undang-undangan dan melakukan
tugas kedinasan adalah :

a. Menyalahgunakan wewenang

b. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau
beterja pada negara asing.

c. Menyalahgunakan barang~barahg, uwang untuk
surat-surat berharga negara.

d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaitan, }

menyewakan atau meminjambkan barang-barang,
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e e

dokumen atéu surat—surat‘ berh rga milik
negara. o
Melakukan tindalkan yang bersifat negatif,
dengan maksud pembalasan dendam terhadap
bawahan atau orang lain.

Menerima hadiah atau pemberian dari orang
lain vyang bersangkut paut dengan tugas
atau jabatan.

Memazuki tempat-tempat yang dapat mence-
markan nama baik pegawai negeri sipil.
Bertindak sewenang-wénang terhadap
bawahannya.

Menghzxlangli dan mempersulit =salah satu

~ pihak  vyang dilayaninya sehingga mengaki-

batkan kerugian bagi'pihak yarng dilayani-
nya.

Menghalangi jxlannya tugss dinas.
Rertindat selaku perantara bagi suatu
pengusaha  atauw gelongan uwntuk mendapakan
pekterjaan atau pesanan dari kantor 7atau
instansi pemerintah.

Memiliki saham atau modal dalam perusahaan
yvang kegiatan usahanya beradxs dalam ruang
lingkup kekuasaannya.

Melatukan tegiatan usaha dagang . baik

secara resmi  maupun sambilan, menjadi



direksi, pimpinan atauw komisaris perusa-
haan swasta bagi yang berpangkat golongan

IV/a ke atas.

n. Melakukan pemungutan  tidak sah dalam
bentul . apapun Jjuga dalam melakukan
tugasnya untuk kehentingan pribadi,

golonga.

Fetaatan untuk menyimpan rahasia jabatarn

Dalam Peraturan Pemerintah Mo. 30 tahun 19890,
larangan untuk tidak meabocorkan dan memarn—
faatkan rahasia negara yang diketahui hkarena
Ledudukannya atau jabatan untuk kepentingan
pribadi, golongan atau pihak lain. Jika
ternyata dalam praktek rahasia negara di-
bocorkén oleh pegawai, maka pegawai negeri
tersebut  akan dikenakan sankei seperti vyang
dikemukakan H. Mainggolan (1984 : 203 - 204)
bahwua ‘: _

Tirngkat hukuman disiplin terdiri dari

8

{1) Hubuman disiplin<ringan’

{2) Hukuman disiplin sedang dan.

(3) Hukuman disiplin berat.
Dengan memperhatikan peraturan vyang memuat
sanksi berupa hukuman tersebut di atas, dapat

disimpulkan bahwa manakala peraturan disiplin

bagi pegawail negeri telah dilaksanakan secara

Lonsetuen, maka dalam membina digiplin
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pegawai negeri akan tercipta pegawai negeri

vang berwibawa serta jujur dan berkualitas

tinggi.
Sebaliknya, apabila peraturan disiplin
pegawai tidak dilaksanalkan sebagaimana

meaiinya, maka bagi pegawai vyang demikian
akan dikenakan sanksi berupa hukuman sesuai
tingakatnnya, dan tentu menimbulkan dampka
vang negatif bagi dirinya sendiri dan akan
merusalk citra pegawai umumnya.

Ketiga hal tersebut di étas adalah merupaﬁaﬁ
dasar dari pada pembinaan pegawai negeri. Sebab tujuan
dari pembinaan pegawai negeri pada umumnya tidak lepas
dari konsep dasar yang tercantum dalam peraturarn
perundang-undangan disiplin pegawai negeri sipil.

Menurut Scoegeng P. (1993 : 352) mengatakan
sebagai berikut :

"RBerdasarkan ketentuan Pgaal 12 Undang-undang

Mo. 8 tahun 1974, ditegaskan bahwa Pembinaan
Fegawai Megeri Sipil diarahkan untuk menjamin

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

~embanygunan secara berdaya guna dan  berhasil
y b4 g

guna.

Arabila diperhatitan secara seksama uraian di
atas maka dapatlah disimpulkan bahwa pegawai negeri
eipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna
dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan pegawai

negeri eipil secara menyeluruh yaitu sustu pengaturan
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peébinaan yang berlaku baik bagi pegawai negeri sipil

puéat maupun pegawxi negeri eipil daerah.

Memang harus diskui bahwa sebelum berlakunya
Undang-undang No. 8 tahun 1974, masih dijumpai ketidak
jelasan adanya perbedaan dalam pembinaan pegawai negeri
eipil vy&itu adanya bketentuan vyang mengatur secara
tersendiri bagi pegawail negeri sipil daerah sebagaimana
diatur dalam Undang-undang MNo. 16 tahun 1961,

DPalam rangka melaksanakan pembinana aparatur
negara antara lain, pegawail negeri sipil diperlukan
adanya . landasan hukum yang kuat yang memuat ketentuan
antara lain :

a. Pegawal negeri sipil adalah unsur aparatur negara
abdi negara, dan abdi masyarakat.

k. Pegawai negeri sipil harus setia dan taat sepenubnysa
terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
negaar darn pemerintah.

c. Pembinaan peg;wai negeri sipil dilaksanakan secara
terintegracsi, yailtu adanya ketentuan pembinaan yang
éama terhadap segenap pegawai negeri sipil, baik
Fegawail negeri sipil pusat, maupun  pegawai negeri
sipil daerah.

d. FPelakeanaan pembinaan pegawal negeri sipil didasar-
an atas sistim karier dan sistem prestasi keria.

e. Sistem penggajian yang mengarah pada penghargaan

terhadap prestasi kerja dan besarnya tanggung Jjawab.




f.. Satuan organisasi lembaga pemerintah mempunyai
‘Ijumlah dan kualitas pegawai yang rasional
berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja.

g. Tindakan korekitif terhadap pegawxi negeri =ipil yang
nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap norma-
norma hukum dan norma-corma kepegawaian,

h. Pembinaan dan pengembangan jiwa korsa vyang bulat
urstuk  menjamin  keutuhan dan  kekompakan segenap
pegawal negeri sipil.

i. Pembinaan sistem administrasi yang berdaya guna.

Dalam tangka pelaksanaan tugas bagi pegawai
negeri =ipil tentu tidak iepas pula dari berbagai
kendala atau hambatan—hambatan yang disebabkan atau
dipengaruhi berbagai faktor.

Paslam kaitan ini Soegeng Frijodarminto (1992:89)
mengatalkan =ebagai berikut :

Fondisi disiplin sangat dipengaruhi oleh faktor-
faktor lingkungan. FKondisi itu tidak tercipta
secara tiba-tiba, tetapi tumbuh, tercipta,
terbentul secara sedikit demi sedikit, perlahan-
laxhan, wmerupakan suatu proses yang pengaruh
mempengaruhi, tarik menarik memberi dan menerima
yvang bisa berbeda dari satu ke adsan.

Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia,
sebagai bangsa yang besar, juga memiliki aneka ragam

budaya, suku bangsa, kesenian, suku bahasa, adat

istiadat dan sebagainva maka pegawal negeri sipil pun

tita 1lihat dari asal usulnya, juga terdiri dari dan




terﬁimpun dari perlabagi suku bangsa, dengéﬁb kéaneka—
-rééamannya itu.

Dari sudut sejafah pertumbuhannya dapat
_dikatakan bahwa kita merupakan suatu negara yang baru.
Megara Indonesia masih dapai dikelompokkan sébagai
negara yang masih berusi muda, karena baru melepaskan
diri dari kaum penjajahan vyang terlah berlangsqng
berabad-abad dan baru merdeka 47 tahun. Untuk mengisi
kemerdekaan ini, pemerintah telah melaksanakan
pembangunan secara bertahap danakan segera memasuki era
tinggal 1landas. Berhasilnya pembangunsn nasional di
satu sisi akan dipengaruhi pula oleh standar disiplin
pegawal negeri itu sendiri dalam berbagai bidang. |

FPembinaan pegawai negeri sipil mempunyai fujuan
pada  umuanya mengarah pada upaya menghindari  pelak-
sanaan tugas yang keliru yang menyimpang dari ketentuan.
varng bkerlaku., Di dalam hubungan ini Musanef (1984 : 17)
mengatakan sebagai berikut :

Tuiuan pembinaan pegawail negeri adalah @

1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan
tugas—-tugaz pemerintahan maupun badan  uxahs
milik negara/swasta.

2. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan
serta memupuk kegairahan kerja sehingga dapat
menjamin  terwujudnya kesempatan berpartisi-

pasi dalam melaksanakan pembangunan secara
menyeluruh,

X. Diarahkan kepada terwuwjudnya suatu komposisi
pegawia baik dalam berntuk jumlah, maupun mutu
yang memadai, serasi dan harmonis sehingga



mamput untuk menghasilkan prestasi kerja
secara optimal.

4. Dst.

Berdasarkan uraian tersebut di atss, penulis
menarik kesimpulan bahwa tujuan pelaksanaan pembinan
disiplin pegawaxi negeri =ipil adalah untuk menjaga
citra pegéwai terus berada pada etika pegawai negeri
£ipil dan untuk membina rasa tanggung jawab dikalangan
pegawai.

Sehinggas untuk melaksanakan pembinaan pegawail
negeri haruslah berpedoman pada peraturan pemerintah
Mo. 30 tatun 1980 tentang peraturan disiplin pegawa;
negeri sipil, maka dengan demikian tujuan pembinéah‘
disiplin pegawai negeri dapat menciptakan pegawai
negeri vyang mampu menjalankan tugasnya sebagai abdi
negara dan abdi wmasyarakat sertaz sebagai aparatur
negara. Hal yang demikian hanya akan te;cipta apabila
semus pegawail menyadari tugaz dan  fungsinya sebagai -
pegawat negeri dengan cara memperhatikan semua
Lewsxjibannys dan larangan—-larangan yang tercantum dalam
pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Mo. 30 tahun 1980,

Disiplin &dalah merupakan tuntutarnn yang harus
dipatuhi oleh setiap pegawai dan pekerian agar mereka
" dapat patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku dengan rasa senang hati tanpa merasa

dipaksakan. Disiplin juga merupakan rangkaian kegiatan




dari berbagai kegiatan yang ada dan merupalkan urat nadi
ataﬁ motor penggerak bagi para pegawail untuk  lebih
akfif bekerja dengan rasa percaya diri.

Jadi pada hakikatnya disiplin adalah merupakan
45uatu ketaatan yahg sungguh;sungguh vang didukung oleh
kesédaran untuk menunaikan tugas kewaljiban serta
berprilaku  =sebagaimana mestinya menurut aturan—aturan
atau tatz kalakuan yang seharusnva berlaku.

Pembinaan itu sendiri tiada lain adalah suatu
uszaha menuju kepada perbaikan atau improvement dalam
hal ini perbaikan dengan tujuan pokok agar hasil
Legiatan teréebut dapat memperoleh hacsik yang lebih
baik dan lebih tinggi. Pembinana disiplin juga
merupakan  csuatu ryang berkesinambungan dan yang hahgsv
ditingkatkan terus menerus oleh pat% - pegawai  untuk
diamalkan ke dalam kegiatan sehari-hari agar hasilnya
tampa berupa peningkatan produktivitas kerja pegawai
zebab  tanpa pembinaan disiplin yang haik, maxk&a para
pegawai akan bekerja seenaknya saja s=sehingga pada
akhirnya timbul produktivitas kerja yang tidak baik
sebagal akibat pembinaan disiplin yang bkurang baik.

Untuk mengantisipasi hal-hal seperti di atas,
akan beralibat pula pelaksanaan tugas sering terlambat
dan aturan organsiasi mulai longgar sehingga diperlukan

tindakan disiplin yang keras. Adapun tindakan disiplin

yvang dimaksud dapatl’ berupa memberi ancaman sanksi




~administrasi atau dalam bentuk mutasi ke tempat tugas
yaﬁg Jauh bagi setiap pegawai yang kurang mentaati rasa
disiplin.

Sehubungan dengan hal tersebut di  atas, untuk
mengetahui tingkat disiplin seseorang pegawai harus
dilaksanakan berdasarkan cara evaluasi- kegiatan yang
hanya dilakukan oleh atasan atau pimpinan yang
berwenang untuk itu, sebab jika =emua atasan dalam satu
organisasi diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi
tentu tidak benar oleh karena tidak mungkin tiap-tiap
atasan dalam suatu bidang akan menguasai dengan bait
bidang-bidang lainnya.

Berdasartan uraian—uraian di atas, dapa@
disimpulkan bahwa disiplin pegawai negeri mempuﬁ?#i'
tujuan  untuk meningéatn dan mengembangkan. BRaik mutu
maupun jumlah dan sekaligus dapat meningkatkan produk-
tivitas kerja yang baik bagi para pegawai negeri =ipil.
Secara umum tujuan ﬁembinaan disiplin pegawai negeri
adalah mengarahkan pegawai négeri untul mentaati kode
etik Lkepegawaian dan untuk @enjalankan tuéas serta
kLewajibannya.

Megara Republik Indonesia sebagai salah eatu
negara yang sedang berkembang, tentu menginginkan
aparat yang betul-ketul csetia dan taat dalam
melaksanakan tugasnya séhari—ahri sébagai abdi negara

dan abdi masyarakat. Untuk mendapatban suatu hasil yang
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:ngimal dalam suatu organisasi di butuhkan program
A éé?3a yang didalamnya mengandung kedisiplinan dan
adanya tekad untu} bekerja keras,

Dalam kaitan ini telah ada peraturan perundang-
'undangan yang menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil
wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, peraturan
kedinasan, wajib mematuhi ketentuan jam kerja.

dam kerja telah menentukan bahwa masuk kantor
dimulai apda pukul 7.30 pagi. Apabila program kerjia
seperti pelaksanaan jam kerja telah ditaati cleh
seluruh aparaf pegawai negeri sipil, berarti program
kLerja sudah berhasil dari =satu sudut, &kan tetapi iika
peraturan Jjam kerja itu hanya dilakukan oleh pegawai
golongan  rendah  dalam pengertian pegawal  yang tidak
mendudul i jabatan, berarti pelaksanaan jam kerja
sebagai bagian dari program kerja belum dilakeanalan
zepenuhnya.

Membiasakan diri unkuk melaksanakan jam kerja
adlaah wmencerminkan adanya disiplin menuju lesuksesan
bagi <pegawai> negeri sipil yang bersangkutan. FKarena
kepebaan dan rasa kepedulian terhadap hal-hal vang
tidak tertib atau tidak teratur Juga sangat menentukan.
Disiplin yang tumbuh dari dalam inilah vang diharapkan
tervwujud pada setiap insan pegawai negeri =ipil.

Dieiplin vang terwujud dari rasa sadar alkan menciptakan

suaszana kepatuhan dan ketaatan. Di mana pegawai negeri

A .



0

sipil akan menyelesaikan tugas tanpa menunqgux:pqrrnﬁah
dafi atas, dan =emua pekerjaan kelihatan te:gia; Wignpa
pg%intah.

| Disiplin sebagaimana diuraikan di  atas hanya
-akan  dapat terwujud melalui pembinaan sedini munékin
dalam arti pembinaan sabaiknya dimulai dalam linghkungan
keluarga kemudian diterapkan pula dalam pelaksanaan
tugas di kantor, karena membiasalan diri disiplin dari
usia muda atau dalam lingkungan keluarga akan semakin
lama semakin menyatu kuat dalam diri setiap pegawai.

Usaha membentuk pegawai yang taat untuk bekerja
beras menuju  sukses adalah tergantung dari ata=zan/
pimpinan organisasi dan diterima dengan baik oleh
Fegawai yang bersangkutan. FPegawsai negeri esipil vyang
berperan sebagai abdi negara aparatur negara dan abdi
masyarakat yang dharapkan penuh dedikazi dan motivasi,
akan menjadikan hal itu beban tugas berat bagi pimpinan
organigasi, bahkarn kadang-kadang para pembinarn  atau
pimpinan gagal untuk merubah sikap mental mereka vyang
ada.

Dalam kaitan itulah s=ehingga program Lerjia
pegawai negeri sipil perlu dievaluasi oleh atasan yang
bervwenang untuk melakukan evaluasi. Sikap dan perilaku
seseorang tidal dibentuk, dalam =ekejab melainkan

diperlukan pembinaan, tempaan vyang terus menerus agar
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hasil vyang diharapkan dapat dicapai. Setelah progtram
kerja dilakeanakan ’nleh setiap pegawai negeri, maka
pada saat-saat tertentu akan dievaluaszi oleh team
khuéua, uritul  mengetshui apakah program keria  camz
sekali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Evaldasi disiplin pegawai negéri éipil ditujukan
bepada pesberian promosi, untuk mengetahui produkti-
vitas keria pegawai dan sebagainya. Untuk mengetzhui
hal di atas tidak lepas dari pasal 2 PF 30 tahun® 1980
yang menegaskan sebagal berikut, setiap pegawai negeri
sipil wajib (1) setia dan taat sepenuhnya kepada
Fancasila, Undang—-undang Dasar 1945,7 negarar dén
pemerintah, (2) mengutamakan kepentingan negara di atas
kepentingan golaongan atau diri sendiri certa
menghindarkan zegala sesuatu yang dapat mendesak
tepentingan negara oleh Lkepentingan golongan, diri
sendiri atau pihak 1lain, {3) menjunjung tinggi
Lehormatan dan martabat negara, pemerintah dan pegawai
negeri sipil dan sumpah/janjii jabatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, {5
menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan
dengan szebaxik-baiknya, (&) memperhatikan dan
melaksanakan segala tketentuan pemerintah baik vang
langsung menyanghkut tugas kedinazannya maupun  yang

berlatu secara umum, (7) melakszanakan tugas kedinasan

dengan — bailk-baiknya dan dengan penuh pengabdian,
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kesadaran dan tanggung jawab, (8) bekerijia dengan Jujur,
tertib, cermat dan  bersemangat untuk kepentingan
negara, {(?) memelihara dan meningkatkan keutuhan
kelompok, persstuan dan kesatuan ¥orps Pegawai Megeri
Sipil, {10) segera malaporkan Lepada étasannya, apabilaA
mengetatri adx  hal vyang dapat membahayakan atau
merugikan negara/pemerintah, terutama di bidang
keamanan, keuangan dan materil, (11) mentaati ketentuan
Jam kerja, (12) menciptakan dan memelihara suasana
beris  yang baik, {13) mengqunakan dan memel ihara
barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, {14)
memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kep%da
masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing, (15)
bertindal dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana
terhadap bawahannya, (16) membimbing bawahannya.‘dalam
melaksanakan tugasnya, (17) wmenjadi dan memberikan
contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya,
(18) mendorong bawahannya untuk  meningtatkan bretasi
kerjanya, (19) memberikan kesempatan kLepada bawahannya
untuk mengembanglkan kariernya, (20) mentaati tketentuan
peraturan perundang-undanganan tentang perpajakan, (21)
berpakaian rapi dan sopan certa bersikap dan
bertingkahlaku sopan terhadap masyarakat, sesama
pegawai negeri sipil dan terhadap atasan, (22) hormat
menghor-mati antara sesama warga negara yang memeiuk

agama/kepercayaan terhtadap Tuhan Yang Maha Esa yang
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beriainan, (23) menjadi teladan sebagai warganegara
yang baik dalam masyarakat, (24) mentaati segala
peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan
yaﬁg berlaku, {2%) mentaati perintah Yedinasan dari
atasan | vang befwenang {26) - memperhatikan dan
menyelesaikan dengan sebaik-haiknya setiap laporén yang
diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Tujuan dari pembinaan disiplin pegawai negeru
pada umumnya dan pegawai negeri khususnya hal ini tidak
terlepas dari konsep dasar vyang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan disiplin pegawai negeri
=ipild yang didalamnya telah mencakup pembiﬁaan
disiplin pegawai agar dapat menghindari larangan guna
menciptakan pegawai yang mempunyai tanggung jawab dan
dedikasi vyang tinggi. Untuﬁ’ melaksanakan pembinaan
dieiplin pegawai negeri harus berpedoman pada peraturan
pemerintah vyakni PP. NMo. 3O tahun 1980, maka déngan
demikiarn pembinaan disiplin pégawai negeri sebagai abdi
negara dan  abdi  masyarakat serta éebagai aparatur
negara. -

Hal tersebut di atas hanyalah akan tercipta
apabila semua pegawai menyadari tugas dan fungsinya
sebagai pegawai negeri dengan memeprhatikan semua
kewajiban dan larangan yang tercantum dalam pasal 2 dan
3 PP Mo. 30 tahun 1980 atau dengan kata lain jika semua

pegawai negeri sipil mentaati semua peraturan vang
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berlaku akan disiplin pula dalam melaksanakan tugasnya,
sebab disiplin merupakan tuntutan yang harus dipatuhi
oleh setiap pegawal negeri sipil.

Dalam kaitannya dengan uraian di  atas, tentu

masalah disiplin bukan hanya menguntungkan - negara

melainkan dapat memberi damﬁak vyang baik bagi pegawai
negeri itu sendiri apabila menurut hasil evaluasi ia

melakeanakan kewajibannya.
Teknik Evaluasi Disiplin

Seperti telah diuraikan di atas bahwa pembinaan
disiplin pegawai negeri adalah suatu tingkah laku dan
perbuatan yang =esuai dengan peraturan organisasi yang
ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah Mo. 30 tahun
1980,

Melalui pembinaan dieiplin atau dengan cara
membiasakan diri untur mentaati segala peraturan-
peraturanr berkenzan masalah peningkatan pradugtivitas
serta untuk mendapathkan pegawai vang dapat dijadikan

panutan maka tingkat dieiplin  sangat mernentukan.,

Disamping itu dengan berakarnya disiplin orang pegawai

dalam dirinya, maka tentu secara kenyataan pegawai vang
demikian akan mendapat perhatian dari pimpinannya baik
untuk kenailan pangkat, mendapatkan promosi urituk

menduduki jabatan dan lain sebagainya.
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Semuanya itu harus dengan dasar peﬁiléian atau
evaluasi kemampuan dalam bekerja atau menunjukkan
kLarier sebagai abdi negara adan abdi masyarakat, dan
sebhagal pegawai teladan yang pantas untuk dicontoh oleh )
rekan—rekan lainnya sebab seperti diketahui bahwaf
berhasil oleh rékan—rekan lainnya sebhab seperti
ditetahui bahwa berhasil pembangunan adalah tuwrut pula
dipengaruhi oleh faktor kemampuan pegawai negeri  dalam
memperlancar administrasi serta eaktifan dan
Letaxtan.

Apabila tingkat pembinaan diseiplin pegawal
negeri itu tinggi maka tentu prestaszi dan produktivitas
kerja akan tinggi pula. Demikian pula sebaliknya
apabila tingkat disiplin pegawai semraut maka prestaci
Aan produktivitas Lerja dalam suatu lingkungan

organisasi akan terlantar.

r
[
2
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Dalam kaitan ini, S.P. Hasibuan (1991
mengatakan sebagai berikut :

Kédisiplinan diartikan bilamana karyawan selalu

datang dan pulang tepat pada waktunya,

mengerjakan  semua  pekerjaannya  dengan baik,

mematuhli semua peraturan perusahazn dan torma-

rnorma sc=ial yvang berlaku.

Berpedoman pada uraian di atas dapat dikatakan
bhatwa untulk melihat pelaksanaan disiplin bagi setiap
pegawal dapat dilihat sehari-harinya mulai dari

masuknya peganai apakah tepat pada jam yvang ditentukan

dan pulang pada walktunya serta apakah pegawai negeri
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tersebut telah melaksanakan tugas—ﬁugasnya dengan baik
serta mematuhi perasturan-peraturan yang berlaku.

Apabila semuanya itu telah dilaksanakan maka pegawai

negeri tersebut sudha tégrolong pegawia yang dapat

"menjadi teladan dan panutan dalam organisasi tersebut.

Menegakkan suatu kedisiplinan penting bagi suatu

erganisasi, terutama organicsasi pemerintahan di segala
bidang, sebab dengan kedisiplinan itu dapat diharapkan
sebagian besar dari peraturan-peraturan yang ditaati
aleh sebzgian besar dari peraturan—peraturan yang
ditaati oleh sebagian besar pegawai negeri. Dengan
demikian adanya rasa tedisiplinan tersebut di harapkan
peterjaan akan dilakukan seefektif mungkin. Bilamana
tedisiplinan tidak dapat ditegazkan maka kemungkinan
tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai tetapi
masih relatif kurang efektif dan efesien.

Menurut Sondang F. Siagian (1985 o 20)
mengemukgkan cara pendisiplinan yané manusiawi cebagai
berikut
1. Dilakukan secara obyektif dalam arti jelas

ditunjukkan kesalahan vang telah diperbuat

vang berlaku.

2. Hukuman vang dikenakan setimpal dengan
kesalahan yang diperbuat.

3. Teknik pendisiplinan tidak merendahkan
martabat seseorang dimata koleganvya.

4. Tindakan disiplin yang sifatnya mendidik.

[A]

Tindakan disiplin yang sifatnya dilakukan
secara emosional.
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Untuk menegakkan kedisiplinan, maka tidak hanya
dengan ancaman—ancanamn eaja akan tetapi untuk
meningkathkan kedisiplinan perlu ada imbangan vyaitu
tingkét kesejahteraan yang cukup dan bersifaf"
manusiawi. Sebab dengan dasar demikiaﬁ tidak luﬁut dari
kekurangan, kelemahan; tehilapan, bahkan tesalahan
sekalipun. Untuk itu tugas dan kewajiban seorang
pimpinan untuk mengambil tindakan—-tindakan kedisiplinan
terhadap bawahannya adalah merupakan tanggung Jjawab
pimpinan -itu sendiri.

Untuk menegaklan tedisiplinan tentu akan
berhasil jika ada imbangan seperti tingkat kesejah-
teraan  yang cukup dengsn maksud agar setiap karyawan
atau pegawai dapat hidup secara layak; Dengan kelayakan
hidup, pegawai akan lebih tenang dalam melaksanakan
tugas—-tugasnya sehingga meningkat pula rasa produkti-
vitas lkerja yang efisien. Sebabk teladan pimpinan juga
sangat menentukan lkedisiplinan bagi seorang pegawai
negeri. Farena pilspinanlah yvang barus memberi contch
vang baik, berdisiplin yang bailk, jujur dan adil serta
cezual perbustan kepada bawahannya.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atés, S.P.

Hasibuan (1921 : 214) mengemukakan bahwa 3

FPimpinan Jangan mengharapkan kedisiplinan
bauahannya bait, jika di=a sendiri  kurang
berdisiplin. Pimpinan harus menyadari bahwa

perilaku akan dicontoh dan diteladani oleh para
bavahannya. Hal inilah yang mengharuskan agar
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pimpinan mempunyai kedisiplinan yang baik supaya
para bawahannya berdieiplin baik pula.

Selain itu salah satu cara untuk membiasakan
peagwal disiplin adalah melakukan waskat yaitu tindakan
yang nyata dan paling efektif dalam mewujudkanv
tedisiplinan pegawai. Dengan pengawasan melekat,
pimpinan langsung untuk mengahasi prilaku moral, sikap,
gairah berja dan prestasi tkeria terhadap para
bawahannya. Oleh karena itu hendaknya pimpinan selalu
hadir di tempat kerianya agar dapat mengawasi dan
memberi petunjuk apabila bawahannya mengalami kendala
atau kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi secara
tidak langsung dapat diketahui kemampuan dan
tedisiplinan setiap individu, seﬁingga Fondite <setiap
bawahan dalam mengevaluasi dinilai secara bbyektif.

ARdapun tujuan dari pada pengawasan melekat adalah untuk

mencegah  atau mengetahui Lesalaham, membetulkan
kesalahan, memelihara  kedisiplinan, meningkatkan
prestasi kerja, mengaktifkan peranan atasan dan

bawatan,

Begitu pula dalam melakukan suatu tindakan,
Letegasan pimpinan sangat diperlukan, sebab ketegasaﬁ
ini turut mempengaruhi  kedisiplinan. Dalam suatu
organisasi, pimpinan hendaknya harus berani dan tegas
dxlam melakukan tindakan untulk menghukum pegawai negeri
apabila melakukan tkesalahan—kesalahan sesuai dengan

tingkat hukuman yang dilanggarnya. Sebaliknya apabila
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seorang pimpinan tidak berani dan kurang tegas terhadap
bawahannya, maka akhirnya tidak disegani dan tidak
diakui Lkepemimpinannya oleh pégawai atau bawahannya.
Untuk itu ketegasan seorang pimpinan di  dalam suatu
organisasi kepegawaian untuk mendisipliner bawahannya
sangat ditentukan oleh lLetegaszan pimpinan itu sendiri.

Selanjutnya hubungan kemanusiaan juga merupakan
salah satu indikator vyang erpengaruh terhadap
kedisiplinan pegawai negeri. Oleh karena itu secrang
pimpinan harus menciptakan suasana hubungan kemanusiaan
yang serasi serta mengikat, vertikal maupun horisontal
dizntara semnua pegawl’il =&gar bedicsiplinan dapat
terwujud. Jadi kedisiplinan para pegawai dapat tercipta
apabila hubungan kemanuziaan dalam organisasi tersebut
adlaah baik.

Berdacsarjan indikator—-indikator tersebut di atas
yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai negeri,
penulis menarik kesimpulan béwah kedieipl inan 1tu
merupakan kunci keberhasilan atau terwujudnya dari pada
tuiuan mrggnisasi‘pegawai dan masyarakat. Farena dengan
tedisiplinan yang baik atau kedisiplinan  yang tinggi
berarti pegawai bercsedia dan sadar mengerjakan atau
menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar.

Jadi masxlah disiplin pegawai regeri mempunyai
suatu fdngsi vang penting dalam suatu organisasi

Yepegawaian.
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E. Kerangka Konseptual

Evaluasi atau Fenilaian ada]ah_ﬁ;ﬁgiﬁégkan
perbuatan bagi para pimpinan untuk menilai hasil-hasil .
vang telah dan akan dicapai dalam suatu . lingkungan

40rganisasi. Hasil;hasil tersebut adalah merupakan pulg
kérier yvang dicapai dari adanya pembinéan dan disiplingi-

Pembinaan sebagal rangkaian kegiatan untuk
menumbuhbkan  dan mengembangkan sesuatu agar mencapai
tingkat tertentu atau dengan kata lain pembinaan
diharapkan akan timbul dan tumbuhb dalam suatu kondisi
tertentu. Karena dengan pembinaan, maka aparatur
pemerintah  diharaphkan mampu  melaksanskan tugas—-tugas
yang dibebankan Lkepadanya. Untuk itu usaha-usaha
penerbitan dan penyempurnaan aparatur vyang wmeliputi
baik struktur, prosedur kerja, personalia maupun sarana
dan faszilitas kerja perlu dilakukan terus fenerus,
-sehingga Leseluruhan aparatur pemerintah baik di
tingkat pusat maupun daerah benar-benar merupakan alat
>yang berwibawa, efisien, efektif dan bersih, penuh
kesetaan dan ketaatan kepada negara dan pemerintah.

Sejalan dengan uraian di atas, Preziden Republik
Indonesia telah menegaskan pada pidato tkenegaraan di
depan sidang DPR - RI tanggal 146 Agustus 1978
mengatalan bahwa aparatur yang berseih dan berwibawah

juga merupakan  ssuatu  kekuatan yang ampuh dalam



menegakan disiplin nasional sehingga tercipta bangsa
yvang kokoh dan membangun.

Fembinaan . dieiplin pegauxi negeri gipil
dilandasaltan pada Undang-Undang Momor 8 tahun 1978:
tenténg Pokok-pokok Kepegawaian Republik Indanesix dgn
_dilengkaﬁi pula oleh Peraturan Femerintah Mo. 3  tahun
1980 ten%ang Feraturan Disiplin Pegawai Megeri Sipil,
dimana dalam Bab I pasal 1 di tegaskan bahwa :

"Feraturan diziplin pegawal negeri sipil adalak

pengaturan yang mengatuwr kewajiban, larangan
dan sanksi apabkils kewajiban tidak ditaati atau
larangan dilanggar oleh pegawsi negeri sipil".

Pengan adxnya peraturan perundang-undangan
tetrsebut di atas, maka hendaknya dapat menjamin
tegaknya diseiplin kerjaryang baik serta ditunjukan Dléh
para pelaksana sendiri dan harus pula diikuti sanksi
vyang dapat menguatkan jalanya peraturan terseﬁut v ang
diketahui dari hasil-hasil yang dicapai melalui
tindakan evaluasi.

Dengan adanya kedicsiplinan tersebut, jelas akan
berpengaruhi terhadap peningkatan produktivitas terja
vang bertujuan untuk menvempurnakan cara-cara keria
vang efisien. Cara kerja vang efizsien adalah cara vyang
dilakukan dengan tidak mempersulit, tidak memperberat
tenaga, tidak menghamburkan uang dan lain sebagainya.

Dxlam hubungan ini Sondang FP. Siagian (1981 :

S4) mengatakan bahwa :




"Produktivitas adalah kemampuan - memperoleh
manfaat yang sebesar-hbesarnya dari sarana dan
prasarana yang tercsedia dengan menghasilkan out
put  yang optimal, bahkan kalau mungkin  yang
maksimal".

¢

Rerdaszarkan pengertian di atas, mahksx prmdukti—
Qitas adalah perbandingan yang positif antara —hasil
yang diperoleh dengan maeukan>yang dipergunakan. Hél
demikian sejalan dengan penilaian atau evaluasi yang
juga merupakan perbandingan hasil yang dicapai dan yang
dicapai, maka untuk jelasnya kerangka tonseptual secara

cskematis digambarkan =ebagai berikut :

Model Kerangka Konszeptual
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BAR III

GAMBARAM UMUM { OKASI PENELITIAN

A. Struktur Organisasi Pegawai Negeri Sipil Fada Kantgr

Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat Il Kabupaten Fendari

Berdazarkan Lembaran Daerah ¥abupaten Daerah
Tingkat II Kendari Nomor &2 Tahun 1994 Seri "D" No.2
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/
Daerah Tingkat 1II Kendari di dalam pasal 5 ayat 1
ditegxskan susunan organisasi Sekretariat wilayéh/
Daerah 'menganut pola minimal plus yang terdiri dari 3
(tiga) Asisten, 12 bagian dan dibantu cleh kelompok
jabatan fungsional. Adapaun susunan organisasi dimaksud
édalah sehxgxi berikut :

a. Asisten
1. Asisten Tata Praja (Asisten 1)
2. Asisten Administrasi Fembangunan (Azisten II)

3. Asisten Administrasi (Azisten 111).

b. Bagian
1.°"Ragian Tata Femerintahan
Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan program dan petunjuk teknis
- pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum,

ketertiban, pembinaan perangkat wilayah/

E-1
i
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Daerah, administrasi kepeﬁdqdukan dan

catatan sipil serta perkotaan.

Ragian Pemerintahan Desa/kKelurahan

Ragian ini terdiri dari empat sub bégian

vaitu :

a. Suk Ragian Femerintahan Desa/Kelurahan

b. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi
Desa/Felurahan.

¢. Sub Ragian Fengembangan dan Lembaga Desa/
Kelurahan.

d. Subk Ragian Pendapatan dan ¥ekayaan Desza/
Kelurahan

Bagian Hulkum

Bagian ini mempunyai tugas melakesanakan dan

menkoordinir perumusan peraturan perundang-

undangan, telaahan hukum, memberitkan bantuan

hukuma mempublikasikan dan mendokumentasikan

produlk hukum.

Bagian hukum ini terdiri dari tiga sub bagian

yaitu

&. Suk Bagian Feraturan FPerundang-undangarn
mempunyai tugas mengkoordinir perumusan
rancangan peraturan perundang-undangan,
meneaaha hukum dan mengevaluasi pelaksa-

naannya.
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b. Sub Bagian Bantuan Hukum Méhpdhyéi tugas
sengumpul kan batan dalam '5§hfe1?5aian

masalah hukum dan pelayvanan bantdg&iﬁﬁkum.,

c. Sub Ragian Dokumentasi Hukum mempunyai
thas melakukan dokumentasi dan publikaéi.
produk—-produl  hukum, menerbitkan Lemba%é
Daerah serta mengatur penyebaran doku&én

hukum.

Bagian Ferelkonomian

Bagian rerekonomian mempunyai tugas
melaksanakan dan mengloordinasikan penyusunan
pedomsn  dan petunjuk teknik pembinaan serta
memonitor perkembangan di bidang sarana
perekonomian dan peningkatan produksi.

Bagian Perelonomian terditri dari dué sub
bagian yaiéu :

&. Sub Ragian Frodukei Daerah Ridang I,

b. Sub Bagian Produksi Daerah RBidang I1I

Ragian Penyusunan Frogram :
Bagian Penyusunan Program mempunyal - tugas
melakeanakan dan mengkoordinasikan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta
pengendalian administrasi pembangunan.

Bagian Penyusunan Program terdiri dari tiga

Subk Bagian antara lain :
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a. Sub Bagian Frogram Kerja
Sub Bagtan Frogram Kerja ‘ mempunyai
mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan
penyusunan program pembangunan daerah dan

melakukan administrasi bantuan pembangunan -

daerah.
k. Sub Ragian Pengendalian
Sub BHagian  ini mempunyai' tugas mengum—
pulkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan
pembangunan.
c. Sub Bagian Pelaporan
Sub Ragian ini sempunyal tugss mengumpul-
kan bahan dan melakukan analisa dan
evaluasi pelaksanaan  pembangunan serta

menyiapkan bahan penyusunan laporan.

&. Ragian Sosial -
Bagian Sosial mempunyai tugas melalsanakan
dan menghkoordinasikan penyusunan prograh dan
petunjuk  teknis bembinaan =erta memantatt
pemberian bantuan dan perkémbangah kegiatan
pelayanan sosial.

Bagian Sosial terdiri dari tiga Sub Bagian

yaitu -
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a. Sub Bagian Kesejahteraan
Sub  Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas

mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis pembinaan di bidang
bantuan cosial dan usaxha—-usaha untuk
meningkatkan tLesejahteraan masyarakat,

Leluarga berencana dan transmigrasi.

k. Sub Bagian Agama dan Pendidikan
Sub  Ragian Agama dan pendidikan serta
Lebduayaan mempunyai tugas mengumpulkan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinzan di bidang agama termasuk
urusan haji serta pendidikan dan
Lebudayaar.

c. Sub ERagian Femuda, DOlah Raga dan ﬁéranan
Wlanita.
Sub Bagian ini mempunyai tugas mengumpul-
kan bahan penyusunan pedoman dan pétunjuk
teknis pembinaan dan peranan wanita serta

ketenaga kerjaan.

7. Bagian Lingtungan Hidup
Bagian Lingtungan Hidup mempunyai tugas
melaksanakan dan mengkoordinasitan penyusunan
pedoman dan petunijulk teknis - pembinaan

lingkungan hidup.
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Ragian Lingkungna Hidup terdiri déri dua sub

Ragian yaitu :

a. Sub Bagian Andal
Sub  RBagian Andal  ini  mempunvai tugas
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman . dﬁn'_
petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan’
analisa dampak lingkungan (Andal)

., Sub RBagian  Penanggulangan Fencemaran
mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penyusunar  pedoman dan petunjuk  teknis
pembinaan dan penanggulangan pencemaran
lingkungan untuk mewujudkan lingkungan
pemukiman yang serasi dan sehat.

8. Ragian kKepegawaian

Baéian Fepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan administrasi kepe~-

gawaian, penyusunan program dan petuniuk
pedbinaan dan pengembangan kepegawaian sérta
melaksanakan mutasi pegawai dan  tata useaha

Lepegawaian.

Bagian ¥Fepegawaian ini terdiri dari empat Suh

BRagian yaitu :

&. Sub Ragian Umum Kepegawaian

‘Sub Bagian Unum Kepegawaian ini mempunyail
tugés mengumﬁulkan bahan pembinaan

kedudukan hukum pegawai dan menghimpun
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peraturan perundang—undanganv kepegawaian
serta penyelesaian administraéi penber-
hentian dan pensianan pegawai.

. Subk Bagian Mutasi
Sub  Bagian Mutasi mempunyai  tugas mela-
kukan penyelesaian administrasi kepang-
katan, gaiji, pensiunan dan mutasi
Lepegawaian lainnya.

c. Sub Ragian Fengembangan Fegawai
Sub EBagian Pengembangan Fegawai meapunyai
tugss mengumpul kan bahan peryyusunan
perencanaan pegawai, menyusun informasi
eerta pemberian penghargaan dan tanda jacx
serta pembinaan mental pegawai.

d. Sub RBagian Diklat Fegawai
Sub Bagian Diklat Pegawai mempunyai tugas
mengumptl ¥ an bahan penyusunan program
péndidikan dan pelatihan aparatur/kepe-
gawaian dan penyelenggaraan pelatihan,
pengajaran, ujian dinas, latihan pra
Jabatan.

11. Bagian FKeuangan
Bagian Keuangan mempunyai tugas melakeanalan
dan mengloordinasikan penyusunan program,

perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan
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dan belanjia daerah serta membina édmihistrasi
\ .
keuangan. oL

PRI
-
e

HBagian Keuangsn terdiri dari tiga Sub:wﬁééiébif

yaitu 3

&. Sub Bagiaﬁ Anggaran
Sub = Bagian Anggaran mempunyai tugas
mengunpulkan bahan penyusunan rencans  dan
perubahan Anggaran Fendapatan Belanja
Dzaerah (AFRD), petuniuk tekﬁia pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta
menyiapkan dan menyusun nots keuangan yang
akan disimpaikan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

b. Sub BRagian Pembukuan
Sub RBagian Fembukuan mempunyai tugss
melakukan pembulkuan secara sistematis dan
Lronologis serta menyiapkan bahan
penyusunan perhitungan anggaran dan peme-
rikssan/penelitian terhadap realisasi
anggaran rutin dan pembangunan.

¢. Sub EBagiazn FPerbendaharaan
Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas
menerbithan SPMU, menguji kebenaran
penagihan, membian kota, usahaan keuangan,
penyelesaian masalah perbendaharaan " dar

ganti rugi serta membina perbendaharaan.




10. Bagian Organisasi
Ragian Organisasi mempunyai tugas
melaksanakan pényusunan laporan pedoman rdan
petunijuk teknis pembinaan kelembagzaam ketata-
laksanaén, pembinaan penerbitan dan pendaya-
gunaan apsratur negara pengoelahan daia, dan
mengelola kepustakaan.
Bagian Organisasi terdiri dari empat Sub
Bagian antara lain :
&. Subk Ragian ¥Felembagaan
Sub Bagian VFelembahaan mempunyai tugas
mengumpulkan bkahan penyusunan pedoman  dan
petunjuk pembinaan dan penetaan organisasi
dalam lingkungan pemerintahan daerah,
instansi vertik%l Departemen Dalam Megeri
dan peranghkat wilayahk administratif.
b. Sub Bagian Ketatalaksanaan
Suk Ragian Ketafalaksanaan mempunyal tugas
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk  teknis pembinaan dan ,p@nataén
sistem metode da prosedur kerja serta
pendayagunaan aparatur negara.
c. Sub Bagian Perpustakaan
Sub  Bagian Perpustakaan mempunyai tugas
melakukan 'pengoléhan dan A pelayanan

perpustakaan,
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d. Sub Bagian Péngolahan Data
Sub bagian Pengolahan Data mempunyai tugas
mengunpulkan bahan penyusunan pedoman dan-
petunjuk teknis sistem penguhpulan,
pengolahan dan penyajian data.

1. Bégian Hubungan Masyarakat

Bbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas

melakeanakan pembinaan hubungan femasyarakat

guan memperjelas kebijakan pimpinan

remerintahb daerah.

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari  dua

Sub Ragian antara lain :

&. Sub Bagian Fengumpulan Informasi
Sub BRagian Pengumpulan Informasi mempunyai
tugas mengumpulkan dan menganalica
informasi untuk bahan kebijaksanaan
bimpinan pemerintah daerah, darn wmelakukan
perekaman penyajian data dan pameran.

b. Sub Ragian Pemberitaan
Sub -Bagian Pemberitaan mempunyai tugas
melakukén - pemberitaan bait melalui meja
cetak maupun media eleltronik guan
menperjel as kebijakeanaan pimpinan
pemerintah daerah serta mendistribusikan

bahan-bahan penerbitan.



12. Bagian Umum
Bagian UWmum mempunyai_“tugas melakeanakan
urusan tata usaha,‘vpémbinaan kearsipan,
wrusan rumah peflengkapan, perialanan dan
protokol. |
Bagian Umum terdiri dari 4 (eﬁpat) Sub
Bagian antara lain @

&. Sub Ragisn Tata Uszaha

Sub Ragian Tata Usaha Pimpinan dan
Keuangan Setwilds merpunyia tugas

melakukan tata usaha pimpinan dan tata
usaha umum, mengendalikan dan membina
kearsipan serta melakukan tata usaha
Leuangan Sekretariat Wilayah Daerah.

b. Sub Bagian Ferlenghkapan
Sub Ragian Perlengkapan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan program kebutuhan

‘per]engkapan, pengelolaan rerlengtapan
membina administrasi perlengkapan dan
materil sertx melakukan uwrusan rumah
tangga. |

c. Sub Ragian Sandi dan Telekomunikagi

Sub Ragian sandi dan Telekomunikasi

mempunyail tugas melakulkan urusan peneri-

maan dan pengiriman sandi dan telekomu-

nitasi, membina dan memelihara alat eandi




dan telekomunikasi serta pengamanan
terhadap informasi sandi dan telekomu-
nikasi.

d. Sub Bagian FPerjalanan dan Frotckol
Sub Hagiah Perjalaﬁan mempunyai . tugas
melakukan urusan administrasi perjalanan

dinas.
B. Keadaan Kepegawaian

Kantor Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat 11
Kendari vyang terdiri dari 12 bagian dan beberapa sub-
sub bagian di dalamnya diduduki oleh 279 orang pegawai
negeri dan tiga orang asisten seperti yvang dapat

dilihat pada tabel di bawah ini 3
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Tabel 1 FKeadaarn Pegawai Kantor Sekretariat Yilayah
Daerah Tingkat 11 ﬁendari'menurut‘Pend;dikan

Fendidikan

. ' ]
Unit/Bagian ; ;Jumlah
V8D ) SLTP ) SLTA Y S-1
' 1 ! ' '
Sekwilda ; - ; - ; - ; 1 ; 1
' ' ' ' 1
Asisten 1 ; - ; - ; o ; 1 ; 1
Asisten II ; - ; - ; - ; 1 E 1
Asisten I11 ; = ; - ; - E 1 ; 1
' ' ' ' '
Bag.Tata Pemerintahan; b ; 15 ; 10 ; 3 ; 35
, . ' ‘ '
Bag. FPerekonomian ; - ; 2 ; 15 ; 2 ; 20
Rag. Feny. Program ; = ; 2 ; o ; 4 ; 12
Bag. Sosial ; = ; 1 E S ; 4 g 1D
Bag. Hukum | i = ; 3 ; 10 ; 7 ; 20
Bag. Kepegawaian ; = ; & ; 2 ; G ; 20
Bzxg. Meuvangan ; 5 ; ? ; 12 é 4 E i)
Bag. Organisasi ; 2 E 7 ; 8 ; S g 22
) ' <l '
Rag. Humas 5 2 ; é ; 10 ; 3 ; -24
) ' ' ) )
Bag. Umum ; 7 ; ? ; 22 ; 7 é 495
Bag. Femb. Desa B v E 17 E 6 g 27
 Bag. Lingkungan Hidup! - ¢ 2 ¢ s 1 = g 10
Jumlak V22 Y &8 ) 129 &0 ) 279

Sumber data : Bag. Kepegawaian ¥DH. KFendari 1994.

Apabila diperhatikan tabel tersebut di atas,

tampal jelas keadasan pegawai Kantor Statistik Wilayah/
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Daerah kabupaten Kendari diperinci menurut pendidikan
dapatlah diperinci sehagai berikut: Sekolah Dasar 7,8%,
Sekolah Lanjutan Pertama 24,37, Sekolah Lanijutan Atas
4L,2% dan Sarjana Lenghkap (9"15 60 orang atau 21,5%.
Dengan demikian pegawai negeri sipil pada Fantor
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat 11 Kendari sebagian
besar adalah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
Menurut hemxt penulis, bahwa personalia atau
peagwal negeri sipil yang dipekerjakan pada 12 Bagian
dan  beberapa Sub Ragian yang masing-masing memiliki
latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, tentu hal
ini wajar sehab tidak mungkin ada  instancsi y&Ng
didalamnya mayoritas pegawainya berperedikat Sarjana.
Di samping itue perlu pula dipahami di Indonesia
terdapat tingkat sekolah yang berlainan dalam artian
dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi semua zda.
Selanjutnya kreadaan pegawal negeri sipil pada
Kantor Sekret%rat Wilayah/Daerah Tingkat 11 ¥endari
yvang terdiri dari 279 orang personil dan masing-masing
mémpunyai ruang atau golongan serta  jabatan y&ng
berbeda-beda pula. Untuk melihat secara jelas keadaan
peagwai pada Kantor Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat
Il Fendari akan dikemukakan penulis dan diperinci

menurut golongan dari masing-masing bidang seperti yang

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.




Tabel 2. Keadaan pegawai Kantor Sekretariat

57

Wilayah

Daerah Tingkat{!I'Kendari menurut goelongan

H Golaongan H
Unit/Bagian : 1Jumlah
HERD SR B S S & 5 S %
' H ' H '
Sebwildx vo—- - - B 1
: h b : :
Azisten Tata Praja | ——— — - 1 3 1
L] ] ] A ] 1
] [ : ¢ :
Asisten Adm. Pemba. | - | - - r 1
] ] ] 1 1
L 1] ] ' )
Acsisten ARdministraszi | - | =F I - i 1
A3 ) ) 1 1
Bag.Tata FPemerintshan; 3 | 20 | 12 | - + 35
. 1 L} 1 ]
Bag. Ferelkonomian g T O p— & - 1 20
] A ] 1 L] [}
Bag. Peny. Program L= LY 8 | 4 4 12
1 L} [} ] ]
Rag. Sosial FE— & 4 - 1 10
: H H ; :
Bag. Hukum i 3 vV i - 3 20
: ' H ; :
Bag. Kepegawaian - (L 0 8 | - 3 20
L] 1 1 ) L]
' : L} ] )
Bag. kKeuangan B § 2 w1l 4 -, 30
L) ] ) 1 1)
Bag. Organisasi el . AT Y 8 | 5 A
1 1] 1 L} 1
Bag. Humas S ™ok 0 SLL - 1 24
: : H : ,
Bag. Umum WPy O W WS, IR - { 45
) [} ] (] t
. [} L] 1] ] ]
Bag. Pemb. Desa 0 e PR BT gl L S - v 27
Bag. Lingkungan 1 = 8 | 2 - 10
: ' b ' :
Jumlah 122 1 68 ) 129 1 60 ) 279

Sumber data : Bag. Kepegawasian ¥FDH.

Yendari 1994.
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Tabel 2 (Dua) di atas.:memberikan gambaran
tentang keadaan pegawal negeri sipil pada Yantor
Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat 11 kKendari diperinci
menurut goelongan dari tiap unit  kerjzx/bagian. Rerdx-
sarkan data tersebut di atas terlihat bahwa keadaan
pegawal pada Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tinghkat
11 Fendari untuk golongan I, 18 orang atau 6,4 %,
gelongan 11 158 crang atau 69%, golongan 111 91 ocrang
atan 32,6% dan golongan IV, 4 orang atau 1,4 4. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa readaan pegawai
menurut golongan pada Kantor Sekretariat Wilayah Daerah
Tingkat 11 Kendari pegawsinys paling banyak adalah
golengan II.

Fexdaan FPegawai Menurut Bagian/thgsiona]

Sebagaimana telah diuraikén terdahulu = bahwa
Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I1 F¥Kabupaten
Fendari menurut struktur organisasinya  terdiri dari
tiga asisten dan dua hexle bagién serta dilengkapi
dengan sub—-sub bagian seperti yang dapat dilihat secara
jelas pada uraian terdatulu dan namun demikian  perlu
Liranya disajitan keadaan pegawai Fantor Sekretariat
Wilayah Daerah Tingkat II ¥abupaten F¥endari menurut
fungsionalnya.

‘Bagian ‘tepegawaian ¥Yantor Sekretariat Wilayah
Daerah Tingkat II Kabupaten Kendarir adalah téfdiri

dari, sub bagian umum/kepegawaian, eub baglan mutasi
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pegawai, sub bagian pqngembangan pegawai, dan sub
bagian pendidikan dan latihan pegawai.

Sub-sub bagian tersebut di atas masing-masing
dipimpin seorang Kepala Sub Ragian yang herada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Ragian.



BAR 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Evaluasi Disiplin Pegawai Negeri

Sebagaimana diharaptan bahwa unk(Gk’ mencapai

tujuan nasionsl tentu akan didukung ol>ﬁ“adaﬁya pegawai

negeri sipil yang pernuh kesatuaan danxkeggatah-’képada
Fancasila dan UUD 194% =erta negara dan Eemerin&ah yang
hersatu dan mempunyai mental yang baik, berwibawah,
berdayaguns, berhasil gunsa, beésih, bertualitas tinggi
sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi
masyarakat.

Dxlam hubungarn  ini maka, untuk mewujudkan
pegawai negeri sebagaimana yang dimaksudkan di atas,
hendaknya pegawai negeri perlu dibkina sebaik-baiknys,
dan hal yang p=rlu mendapat perhatian dalam pembinaan

- adalah mengenai disiplin pegawai itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahua ‘disiplin pegawai
negeri tidak akan langsung terwujud seketika pads
peqgawai, barenz itulah diupayékan pembinaan disiplin
bterdasarktan  pada  peraturan yang ada  yaitu FPeraturan
Pemerintah Mo. 30 tahun 1980 éentang peraturan Disiplin
Fegawai . Megeri Sipil. Sebab dengan dieiplin pegawai
aban menciptakan pegawal negeri yang berwibawah, Jujur

darn  bkerkualitas tinggi. Melalui dieiplin yang tinggi,

&EO
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akan menimbukan semangat kerja sehingga pegawai akan
lebit produktif.

Feraturan Femerintah Mo. 30 tahun 1980 mempunyai
2 (dua) sasaran yaitu agar pegawai tidak melakukan hal-
hél yang menyimpang atau berbuat secsusatu yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi negara, dan Jjuga agar
pegavai negeri penuh kesadaran dalam melakukan
kewajibannya secara berdaya guna.

Untuk itulah  pembinaan pegawai negeri sipil
hendaknya betul-betul dilaksanakan secara berencana dan
pRrogram yang mantap sesuai dengan Leadaan dan
permasalahan yang ada karena upaya pembinaan itulah
yang diharapkan dapat menumbuhkan dan menambah
kemampuan pegawai dalam bidang tugasnya masing-masing.

Urtuk mengetahui tingkat aﬁau ukuran
eberhaszilan di dalam pembinaan pegawai tentunya
memerlubkan evaluasi  pekerjaan. FPelaksanaan evaluasi
disiplin pegawai berdasarkan dengan- Peraturan
Femerintah Mo. 30 tahun 1980 khususnya di Daerah
Tingkat Il (abupaten Kendari dilaksanakan oleh team
yang ditunjuk oleh Rupati ¥epala Daerah yang telah
dituangkan dalam surat keputusan yaitu Surat Keputusan
Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Kendari Mo. 430/199X.

Sebelum dikemukakan hasil penelitian tentang
pelaksanaan evaluasi diziplin pegawal negeri eipil pada

Kantor Selretariat Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari,
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maka penulis akan mengemﬁkakan lebih dahulu beberapa
pendapat responden mengenai pelaksanaan tugas serta
hal-hal lain yang ada kaitanhya dengan evaluasi pegawai
negeri, seperti tujuan utama dari seseotrang sehingga
ingin menjadi pegawai negeri sipil. Hal ini penulis
telah percleh datanya dari 2% orang responden seperti
yang qapat dilihat pada tabel yang terurai di  bawah
int.

Tabel 3. Fendapat responden tentang tuiuvan menjadi
pegawal negeri csipil

Klasifikasi ' Frelkuensi y Prosentase

) (]
(] ]
Mengabdi kepada negara 8 10 H 40
] L)
Untuk mendapatkan gaji H 10 H 40
t ]
Membiasakan diri disiplin} & ' 20
dalam organisasi pegawai | :
1 1
Jumlah 3 2% g 100

Sumber data : Hasil pengolahan kusioner, 1994.

Tabel I (tiga) -di atas memberikan gambaran
tentang tujuan para pegawai negeri sipil pada ¥antaor
Sekretariat Daerah Tingkat Il Kabupaten Kendari yakni
dari 2% orang responden ternyata 10 orang mengatakan
bahwa tujuan mereka menjadi pegawai negeri adalah
mengabdi Eepada negaré, dan 10 orang stau 40% lainnya

mengatakan untuk mendapatkan gaji dan 9% orang atau 20%
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mengatakan untulk membiésakan diri disiplin dalam
organisasi pegawai. Menurut hemat penulis bBahwa
pendapat responden di atas pada umumnya benar karena
sesuai dengan pendapatnyé masing~masin§, namun penqlia
lebih cendong untuk menyimpulkan bahwa tujuan seseofang
urituk menjadi pegawai perlu dilihat dari sudut  ekcnomi
dan,ilmu pendidikannya agar dapat diketahui tujuan yang
sesuhgguhnya. Sebab kalau dikatakan tujuan seseorang
menjadi pegawai negeri untul mendapatkan gaji, dapat
menimbulkan  pertanyaan demikian, andaikata sesecrang
anak milioner vyang memliki banyak perusahaan tentu
tidak masuk &kal kaxlu ia mzu menjadi  pegawai negeri
dengan gaji yang sedikit. Sebaliknya searang lulusan
Doktor lalu hanya mau menjadi pegawai untuk membiasalkan
diri untuk disiplin. Hal ini semuanya tidak rasional.
Selanjutnya pendapat responden tentang
pelaksaqaan disiplin pegawai negeri pada Kantor
Sekretariat Daerah Tingkat 11 Kabupatern Kendari telah
diperoleh data speerti yang terurai pada tabel di

bawah ini
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Tabel 4 Pendapat responden tentang Evaluasi disiplin
Ppegawai pada Setwilda TH. I1 Kendari

Klazifikasi ! Frekuensi V' Prosentacse

14

[} [}
Sudah bailk H H S6
Sedang : 10 ; {40
Tidak baik : 1 ; 4
Jumlah ) 2% H 100

Sumber _data : Hasil pengolahan kusicner, 1994.

Fada tabel 4 (empat) tersebut di atas terlihat
bahwa dari 2% orang responden, yang memberikan jawaban
tentang pelaksanaan evaluazi disiplin pegawai FKantor
Sekretariat Dserah Tinghkat I1 ¥Kendari 14 orang atau
367 menilai pelaksanaan disiplin sudah baik, 10 arang
atan A0 vang menilai sedang dan i orang-atau 4%  yang
menilai batwa pelaksanaan disiplin tidak baik.
RBerdasarkan penilail responden tersebut di  atas, maks
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan disiplin pegawai
pada Fantor Sebretariat Dserah Tinghat 11 0 ¥abupaten
Kendari sudah mendekati pelaksanaan yang bail.

Selanjutnya pembinaan melalui pemberian
informasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun
1980 di ¥Fantor Sekretariat Daerah Tingkat 11 Fendsri

hendaknya perlu diketahui dan dimengerti serta dipahami



oleh setiap pegawai dalam suatu bagian sebab hal ini
penting dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas.
Dalam rangka pelaksanaan tugas bégi .éetiap
Fegawsi negeri di harapkan tiap atasan jangagz @é;asa
bosan Qntuk memberikan bimbingan, petunjuk dan
pengarahan umum atau informasi kepada peagwai agar
kewajiban pegawai dapat dilakukan sesuai yang
ditharapkan. Untuk mengetahui tingkat pemberian
informasi dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel T Pendapat responden tentang pemberian infarmasi
menurut PP 30 tahun 1980 pada Setwilda kendari

Klasifikasi H Frekuensi y Prosentase

1 ]
) ]
Sering ada informasi H 20 ! 80
) ]
FKadang-kadang ' ) 4 ' 14
t t
+ )
Tidak pernah 3 1 : 4
] [ ]
Jumlah . : 25 ; 100

Sumber data : Hasil pengolahan kusioner, 1974.

Tabkel 9 terszebut di atasz, me&berikan gambaran
tentang  pemberian informaszi menyanghut peratuwran
dieiplin pegawai negeri berdasarbtan PP 30 tahun 1980,
Berdasarkan tabel tersebut dari 2% orang responden, 220
orang atau sekitar BOY mengatakan cering dibérikan

informasi dari atasan, 4 (empat) orang atau 16%
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mengatakan kadang-kadang diberi informasi dan 1 {satu)
arang responden lainnya mengatabkan tidak pernah
~diberikan informasi.

Dengan adanya pemberian informasi tentang
peraturan disiplin- pegawai negeri, maka seyogiyanya
dapat berpengaruh posiatif bepada csetiap pegawsi yakni‘
dapat mentaati pertauran tersebut, karena ketaatan
seseorang pads peraturan erat kaitannya dengan
pemahaman pegawai terhadap peraturan erat pemerintah.
Sehubungan dengan  itu dikemukakan tingkat pemahaman
pegawai seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah
ird .

Tabel & Fendapat responden tentang pemahaman FFP 30
Tahun 1980 pada Setwilda TE. Il Kendari

Klasifilkasi ' Frekuensi A FProsentase

(] 1

Sangat memahami’ ; 22 ; a8
) )

Furang memahami ; 2 f 8
) 1

Tidak memahami ; 1 ; 4
] [}
] )

Jumlah ’ 2% ' 100

Sumber data : Hasil pengalahan kusioner, 1994.

Tabel &6 (enam) di atas memberikan gambaran
tingkat pemahaman peraturan disiplin pegawai negeri
pada Fantor Sekretariat Daerah Tingkat 11 Kabupaten

Kendari, yaitu dari 25 orang responden terlihat 222
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arang atau 88 % mengétakan sangat memahami peraturan
di=iplin pegawai negeri dan 2 orang atau 8 % mengatakan
kurang memahami petraturan disiplin pegawai ‘dan  satu
orang lainnya mengatakan tidak wmemahami peraturan
disiﬁlin pegaﬁai negeri.

Berdaszarkan Jawaban responden yang hengatakan
sangat memahami peraturan disiplin pegawai negeri maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai pada Kantor
Sekretariat Daerah Tingkat Il Kendari sudah memahami
isi  yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Mo. 30
tahun 1980,

Selanjutnya pembinana melalui pendudukan pada
Fantor Sekretariat Daerah Tingkat II FKendari vyakni
masaléh pendidikan non formal. Hal ini telah diperoleh
data dari sejumlah respoﬁden seperti pada tabel di

bawah ini.

Takel 7 FPendapat responden tentang remberian
pendidikan non formal pada Setwilda Tk. 11
Fendari

Flasifikasi g Fretuensi i Prosentase

Fernah mengiltuti o 10 H /0
) ]
1 L

Belum pernah mengikuti y 1% H 60
L] $
L ]

- Jumlah : 25 H 100

Sumber data : Hasil pengolahan kusioner, 1994,
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Tabel 7 di atas memberikan gambaran tentang
pemberian pendidikan non formal herupa latihan kepada
pegawai negeri pada Kantor Sekretariat Daerah Tingkat
11 FKendari yaitu dari 2% orang responden ternyata 10
orang atau 40% mengatakan pernah mengikuti pendidikan
rnon formal dan 1S responden lainnya atau &0V mengatakan
belum pernah mengikuti pendidikan non formal.

Rerkaitan dengan pemherian hkesempatan urtuk
mendapat pendidikan non formal pada Kantor Sekretariat
Wilayah Daerah Tingkat 11 ¥Fendari tentu dikaraphkan
untuk menjadi pegawai yang berdaya guna dan berhasil

aquna ceperti yang dapat dilihat pada tabkel di  bawah

- ini.

Takel 8. Fendapat responden tentang hasil vang diharap
dalam pendidikan dan latihan pada Setwilda
Tingkat 11 ¥endari.

Flacsifika=i H Freftuensi A Frosentacse

[ ] 1
Menciptakan keterampilan | 10 ] 49 %
Menciptakan pola berpikir) 10 g 49 4L
yang sama : '
] ]
Membina karier pegawai 5 5 ' 20 %
' .
Jumlah : 25 H 100

Sumber data : Hasil pengolahan kusioner, 1994.
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Tabel 8 di atas memberikan gambaran tentang
haseil  yang diharapkan dalam pemberian pendidikan dan
latihan bagi pegawai negeri di V¥antor Sekretariat
Daerah Tinghksat 11 ¥erdari. Terlihat 10 orang responden
mengatakan untuk "menciptakan keterampilan (40%) dan
10 crang responden lainnya atau 40% mengatalkan Vuntuk
menciptakan pola berfikir yang sama, dengan S orang
atau 20 % responden lainnya Jjuga mengatakan untuk
membina karier pegawai.

Setelah diketahui beberapa hal yang berkenaan
dengan evaluasi disiplin kerja pada Kantor Sekretariat
Daerah Tingkat 11 Kendari, dilanjutkan dengan pejabat
yang melakukan evaluasi. Untubk mengetahui hal ini telah
diperoleh data dari 2% corang responden seperti pada
tabel di bawah ini.

Tabel 9 FPendapat responden tentang pelaksana evaluacsi
pada Setwilda Tk. 11 Kendari

Flasifikasi H Freltuensti H Prosentacze

Team dituniuk Bupati ¥KDH 23 ! Q2 WU
] .

Kabag. ¥Kepegawaian g 1 ' 4 %
' :

Kabag. Fengembangan ' h} ' 4 %
[} [}
L} L]

Jumlah H 25 H 100

Sumber data : Hasil pengolahan kusioner, 1994,
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Tabel 9 di atas memberikan gambaran tentang
bagian yang berhak melaksanakan evaluasi pada Kantor
'éekretariat Daerah Tingkat IIX Fendari. Berdasarkan
tabel tersebut memperlihatkan bahwa dari 2% orang

-
=Y

responden tetrnyata 2 respanden atau 92 % mengatakan
bahwa dalam ﬁraktek di ¥antor Sekretariat Daerah
Tingkat 1I ¥endari yang melaksanakan Evaluais adalah
team yang ditunjuk Bupati, namun terlihat pula satu
orang responden yang mengatakan bahwa yang melaksana-
kan evaluais adalah ¥epala Bagian Fepegawaian dan  =atu
orang responden  lainnya juga mengatakan bahwa vyang
melakukan evaluasi adalah Kepala Ragian FPengembangan.
Menurut Drs. Asrun, ¥epala Sub Bagian dalam
wawancara penulis mengemukakah sebagxi berikut @
Bahwa pada WFantor Sekretariat Wilayah Daérah
Tingkat 11 ¥endari, dalam rangalk pelaksanaan
disiplin pegawai atau biasa disebut DF3I, vyang
melakesanakan evaluasi pelaksanaan tugas adalah
team yang ditunjul Bupati berdasarkan S¥ HMao.
430/1993. (Mawancars 1% November 19%94).
Berdaszarkan penjelasan tersebut di atas, maka
mernurut  penulis  bahwa memang  tidak  dapat disangkal
bahwa dalam setiap kantor seperti Lkantor Sebretariat
Wilayah Daerah Tingbat 11 Fendari yang melakeanakan
penilaian dan evaluazi adalah team yang ditunjuk oleh
Rupati, namun yang sering bertindal selaku ketua team
adalah VFepala Bagian Kepegawaian.

dadi pelakeanzan evaluasi bulanlah diambil dari

satu unit bagian dalam lingkungan tkantor Sehkretariat
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Wilayah Daetrah itu sendiri melainkan diambil dari tiap-
tiap bagian dengan maksud agar pimpinan dari bagian-
bagian tersebut lebih banyak mengetahui tingkat
dieiplin pegawai bawahannya.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan evaluasi
dalam suatu kantor, tentunya tidak semuanya hasil
Legiatan pegawai yang harus dievaluasi. Untulk
mengetahui hal ini telah diperoleh data dari responden
seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10 Fendapat  responden tentang hal-hal yang
dievaluasikan pada Setwilda Ti. I1 ¥endari

¥lasifikasi ' Fretuensi } Froczsentace

L] 1
[ 1]
— 7 FKewajiban H 13 ' o2 %
1 (]
1] ]
- & Larangan : 12 : 48 %
Juml ah ! 25 g 100

Sumber data : Hasi) pengcolahan tusioner, 1994,

Apabila diperhatikan tabel di ~atas terlihat
bahwa dari 2% orang respondengIS'orang atau G2Y%  yang
mengatakan bahwa dinatar 24 kewajiban pegawéi negeri
hanya 7 kewajiban vyang selalu dievaluasikan dan
terlihat pula 12 orang responden atau 48% mengatakan
batwa dari 18 larangan bagi pegawai negeri' hanya &

larangar yang dievaluasikan.



Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat
disimpulkan bahwa tidak smeus kewajiban pegawai negeri
dan larangan yang diatur dalam apsal 2 dan 3 PP No. 30
tahun 1980 harus di evaluasi melaiﬁkan hanya kewajiban—
bewajiban tertentu demukian pula’ larangan pegawat
negeri.

Mernurut Dre, Djamaluddin, Fepala Sub Ragian
kantor Sekretariat Daerah Tingkat Il VFendari dalam
wawancara penulis 17 Movember 1994 bahwa, masalah
pelaksanaan evaluasi disiplin pegawai negeri adalah
merupakan langkah atazzan untuk mengetahui  disiplin
pegawal negeri sipil.

Felakesanaan evalussi dimaksudkan uritulk
mengetahul sejauhmana  tingkat kedisiplinan seorang
pegawal dan untuk mengetahui tingkat kemampuan keris
vang telah dicapai guna memberikan perhatian dalam
rangka kenaikan pangkat dan atau dipromosikan untuk
menduduki jabatan.

Seialan dengan uraian di atas; Dre. Diasrum,
Kepaia Sub Bagian, Kantor Setwilda TF. II Kendari dalam
wawancara - 18 Movember 1994 mengatakan, pelaksanaan
evaluasi mempengaruhi jenjang kepangkatan dan jabatan
bagl pegawal, karena jika hasil penilaian menuriukkan
hasil atau nilai yang baik menurut team evaluasi maka
tentu akan lancar kenaikan pangkat atau dipromosilkan

untul mendudubi jabatan.
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Berdasarkan uwraian di  atas, menurut hemat
pernulis bahwa apa yang dikemukakan oleh Dre. Diasrum

sebagai seorang Kepala Bagian, tentu tidak ada kesala-—

7hannya karena pelatsanaan evaluasi dalam suatu
lingkungan kerja sebagaimana vang diatur dalém PF 30
tahuy 1980, adalah untuk ‘mengetahui Lemampuan,
kedisiplinan pegawai dalam tugasnya, apakah ia sering

melakukan  pelanggaran yang dilarang dan  atau sering
tidak melakukan kewajibannva sebagai abkdi negara dan
abdi mayesarakat.

Hal tersebut di &atas itulah yang merupakan
indikator yang berpengaruh dalam rangka pelaksanaan
evaluasi terhadap pegawai negeri  pads umumny s  dan
pegawai VFKantor Sekretariat Daerah Tinghkat If Kendari

Lhususnya.
Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Evaluasi

Sebagaimana diketahui bahwa aparatur negara atau
pegawal  negeri tidak semuanya mempunyai bidang tugas
yang sama dalam pengertian selalu berada di dalam
Lantor atau  ruangan masing-masing. Hal tersebuf
disebablkan oleh berbagai kesibukan dan uwrusan dinas
seperti misalnya pemenuhan undangan dari instansi lain,
undangan dari kecamatan dan atau desa pemeriksaan

proyek-proyelr dan lain sebagainya.




74

Dalam hubungan inilah sehingga masalah evaluasi
sering pula dihadapkan pada beberapa kendala atau
hambatan seperti tersebut di atas, oleh karena jika
pelaksanaan evaluasi tersebut di beritahukan lebih
dahulu kepada para pegawai tentu para pegawai akan siap
memperlihatkan ha=il  yang baik dan tentu akan ak&if
selama pelaksanaan evaluasi.

Untuk mengetahui apakah sering ada hambatan di
dalam pelaksanaan evaluasi di Kantor Sekretariat Daerah
Tingkat 11 Kendari dapat dilihat pada tsbel berikut di
bawah ini.

Tabel 11 Fendapat responden tentang hambatan dalam

pelaksanaan evaluasi pada Setwilda Tk. 11
Yendari

Vlasifibasi H Freltuensi ' FProsentase

Sering ada hambatan ; 20 ; 80

Tidal ada hambatan é S é 20

Jumlah : 23 : 100

Sumber data : Hasil pengolahan kusioner, 1994. ‘
Tabel tersebﬁt diatas memberikan gambaran

tentang hambatan dalam pelaksanaan evaluasi pada Fantor
Sekretariat Daerah Tingkat 11 Fendari dimana dari 2%
orang responden 20 orang-atau 80Y% mengatakan bahwa

hambatan dalam pelaksanaan evaluasi sering terjadi.
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Hambatan tersebut biasanya terlihat dari fak tor acuh
tak acuh ztau faktor kebudayaan sehingga ﬁéf;kganaan
disiplin vyang dievaiuasi biasanya terjadi tendala,
namun 5 arang mengatakan tidak ada hambatan.

Menurut hemat penulis bahwa para responden yang
mengatakan  tidak adsza 7hambatan tentang pelaksanaan
evaluasi kemungkinan setiap pelaksanaan evaluasi mereka
tidalk berada di tempat baik arena pehugasan ataupun
karena tidak diketahui pelaksanaan evaluasi tefsebut.

Felaksanazan evaluasi adalah merata dalam arti

semua pegawail harus dievaluasi. Hal mana dapat dilihat

pada txbel di bawah ini.

Tabel 12 Fendapat responden tentang apakah Semuta
pegawai dievaluasi pada Setwilda Tk. I
Fendari

Klasifikasi g Frekuensi i Prosentase

Semua pegawai dievaluacsi ; 24 ; i 0 %
Feagwai tertentu saia g 1 é 10 %
Jumlah ; i 29 ! 100
Sumber data : Hasil pengolahan kusioner, 1974.

Tabel tersebut di atas memberikan gambaran

tentang apakah semua pegawai atau pegawai tertentu saja

yang dievaluasi pada kantor Sekretariat Daerah Tingkat

11 Kendari. Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat
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bahwa dari 2% orang responden ternyé£a 24 orang atau
sekitar 90% mengatakan bahwa vang dievaluasi adalah
semua  pegawai negeri sipil, namun terlihat pula satw
orang atau 10%  lainnya mengatakan hanya pegawai‘
tertentu.sahia yang dievaluasi. Dengan demikian menufut
hemat penulis bahwa pelaksanaan evaluasi di  Kantor
Sekretariat Daerah fingkat 11 FKendari dilakukan
terhadap semua pegawai.

Dalam hubungan ini, Dre. Djasrum, ¥epxl ,Sub
bagian pada Kantor Sekretariat Daerah Tingkat 11
Kerndari di dalam wawancars panulsi 20 dNovember 1994
menjelaskan, bahwa pelaksanaan evaluasi pada  EKantor
Sekretariat Daersh Tingkat 11 ¥endari bhiasa diadakan
dua kali, vyaitu pertama terhadap pegawai vang tidak
remegang Jjabatan, kemudian evaluasi terhadap Fepala-
kLepala bagian dan =ub bagian.

Berdasarkan ursian tersebut di atas, te2lah
dterliha£ dengan jelas bahwa pelaksanaan evaluasi pada
Kantor Sekretariat Daerah Tingkat Il Kendari
dilaksanakan secara bersamaan dalam arti evaluasi
dilakukan terhadap pegawai biasa dan  pegawsi  yang

memegang jabatan.

Realisasi Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri
RBerdasarkan data yang diperoleh penulis dalam

penelitian s=seperti vyang telah diktemubalban terdahulu
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maka pembahaszan selanjutnya adalah 6éﬁgenai realisasi
pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Fantor
Sekretariat Daerah Tingkat Il Kendari. Sebagaimana
diketahui bahwa disiplin adalah =zuatu sikap, tingkah
lakuw dan perbuataniyang sesuai dengan'peraturan{

Adapun maszalah pelaksanaan disiplin pegawai yang
diteliti hanya dibatasi pada hal vyang menyanghkut
betaatan keria, ketaatan pelakeanaan tugas. Rerdasarkan
pada penelitian menunjukktan bahwa hal-hal tersebut di
atas sudah diterapkan di VFKantor Sekretariat Daerah
Tingkat II ‘Wendari vyang didasarkan pada Feraturan
Femerintsh Ma. 30 tahun 1980, olehnya itu pihak atasan
perlu memperhatikan hasil-hasil vyang telah dicapai
oletr setiap pegawai agar prestasi yang dimaksud dapat
meningkat. Karena kita ketahui bahwa diziplin merupakan
faktor vang menentubkan berhasil tidaknysa suatu
pekerjaan dan karier.

Dalam lingkungan Yantor Sebrretariat Daerah
Tingkat II VF¥endari jika terbukti dalam pelaksanaan
evaluasi ternyata pelaksanaan disiplin pegawai masih
terlihat berbagai pelanggaran maka pimpinan/atasan
menjatuhkan tuwkuman antara lain
1. Teguran lisan

Teguran lisan ini dikenakan pada pegawai yang

melakukan pelanggaran tata tertib yang tidak

mempunyail hubungan langsung dengan jabatan - dan
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tidak merugikan organisasi.

2. Surat peringatan

Surat ini herikan kepada pegawai yang tidak

memenuhi Lewajiban, melanggar larangan/tata
tertib lkantor, sering mengganggu  ketenangan
berja.

3. Fenundaan kenaikan gaji berkals
Sanks ini dikenakan kepada pegawai vyang tidak
memenuhi/tidak memuaskan dxalam melskukan
pekerjaan yang telah diisyaratakan. Masa
penundaan  kenaikan gaii berkala maksimal satu
tahun dan diberikan secara tertulis Lepada

pegawai yang bereanghkutan.

4. Penundaan pangkat
Pénundaan pangkat/jabatan dikenakan bagi pegawail
yang melakukan . kelalaian/pelanggaran vang
dinilai oleh pimpinan kantor cukup kerat dengan
atau tanpa melaluli surat peringatan. . Masa

penundaan pangtat/jabkatan maksimal satu tahun,

S. Pemberhentian untuk sementara waktu {storsing)
Sankei ini dikenakan kepada pegawai yang
terlibat suatu pelanggaran berat vyang secara
yuridis formal beluﬁ biea diguktikan. Macsa

pemberhentian untuk sementara maskimal tiga




Lonsep

79

tahun yang bemudian akan disusul dengan
renempatan  kembali atauw pemberhentian tidak
dengan hormat berdasarkan hasil penelitian

kuntdr dalam hal perlu dan  terpaksa menunggu
Leputusan Fengadilan Negeri. Dengén demikian
dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya disiplin
adalah suatu  ketaatan vang sungguh-sungguh
didukung oleh kesadaran untuk melaksanakan tugas
dan tkerwajiban dengan perilaku menurut aturan
tetertit yang telah ditetapkan,

Untuk lebih jelasnya penulis kemukakan mengenai

pelakeanaan disiplin yang relakeanaannya

hendaknya di petauhi oleh semua pegawai negeri dalam

Jajaran kantor Sekretariat Daerah Tingkat 11 FKabupaten

Kendari seperti ketaatan masuk kantor pada jam kerja

seperti yang dapatdilihat pada tabtel di bawah ini.

Tabel 13 Jam mascuk kantor peagwai negeri sipil dalam

lingkungan S=twilda Thk. 11 ¥Kendari

Jam masuk Lantor 5 Freluensi H Frocentase
a7 °° ‘ 2% ' 92 %

L] 1
og °° ' 2 ' 8 %

[ ] ’

1 ]
Juml ah H 25 ' 100
Sumber data @ Hasil pengolahan kusioner, 1994.
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Tabel tersebut di atas memberikan. gambaran
tentang kedisiplinan peagwai negeri sipil pad;\>§gntﬁr“
Sekretariat Daerah Tingkat 11 Kabupaten - FKendari
menyangkut iam kerja. Rerdasarkan data tersebut di atas
teriihat bahwa dari 25 orang responden ternyata 23
orang &atau 92%  yang mengatakan bhahwa p#da UoUmeyY S
pegawai negeri sipil vyang bertugas dalam kantor
Sekretariat Daerah Tingkat 11 Kabupaten ¥endari masuk
kantor pada waktu pagi sehkitar pukul 07.00 namun
terlihat pual 2 orang atau 8% yang mengatakan ada
pegawal yang masuk kantor sekitar pukul 08.00.

Apabils diperhatiksn tabel tersebut di  atacs,
penulis menarik kesimpulan bahwa masalah disiplin jam
kerja bagi pegawai negeri di Kantor Sekretariat Daerah

Tingkat II Kabuﬁaten Kendari telah dilaksanakan

sebagaimana mestinya di dalam arti disiplin jam kerja
9 7€

sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Femerintah No. 30 tahun 1980 tentang disiplin pegawai

negeri sipil.
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PENUTUP

ff. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu zerta
pembahasan yang telah éikemukakan pada bab-bab
terdahulu maka penulis akan mengemukakan beberapa
Lesimpulan mengenai pelaksanaan evaluasi disiplin
pegawai pada Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat
11 Kabupaten ¥endari menurut Peraturan Femerintah Mo.
30 tahun 1980, Di samping itu akan dikemukakan puls
beberapa saran #ang mungkin dapat dijadikan masukan
sebagai pemecahan atau jalan keluar terhadap hambatan
yang dihadapi dalam pelakcsanan evaluasi disiplin

pegawsi.

Gdapun simpulan yang dimaksudkan adalah sehagsi
berikut : N
1. RBahuwsa menyangkut -masalah tingkat disiplin

pegawai pada kKantor Sekretariat Wilayah Daerah
Tingkat 11 Kabupateﬁ Fendari menurut FPeraturan
Pemerintah Mo. 30 tahun 1980, maka sesuai
dengarn ha;il pembahazan menuniukkan bahua
pembinaan tingkat disiplin pegawai yang telah
dilaksanakan &tau telah diterapkan sebagai
- hasil evaiuasi team yang ditunjuk aleh Bupati
Yepala Daerah Tingkat 11 ¥endari telah dipatuhi

81




B. Saran

oleh segenap pegawai dalam jajaran Kantor
Sekretariat Wilayah Daerab Tingkat 11 ¥endari.
Rahwa faktor-faktor yang merupakan penghambat
di dalam rangka pelaksanaan evaluasi disiplin
pegawai didalam jajafan Kantor Sekretariat
Wilayah Daerah Tingkat IIAKendari adalah setiap
pelaksanaan evaluasi, terkadang pegawai vyang
bersangkutan tidak ada di tempat, karena mereka
tidak mengetahui sehingga meninggalkan tempat
tugasnyx.

Batwa untuk mengetahul realisasi pelaksanaan di
siplin pegawai pada Kantor Sekretariat Wilayah
Daerah Tingkat 11 ¥endari ditempuh beberapa
cara oleh team evaluasi antara lain;

-~ Teguran lisan

— Surat peringatan

- Penundaan Eenaikan gxii berkala

—- Penundaan kenaikan pangkat

Femberhentian untuk sementara wak tu

(skorsingf

Berdasarktan kesimpulan tersebut di atas, penulis

mencoba memberikan saran sebagai berikut @

1.

Palam rangka pelaksanazan evaluasi disiplin

pegawai pada FKantor Sekretariat Wilayah Daerah




Tingkat II Kabupaten Kendari, hendaknya betul-
betul dilaksanakan secara berencana dan program
yang mantap sesuai dengan kondisi dan bkeadaan
dan permaszalahban yang adx. Sebab dengan adanya
rencana dan pragtram evaluasi tersebut
diharapkan dapat menumbuhkan upaya pembinaan
yang merangsang gairah kerja bagi setiap
pegawéi dalam tugasnys sehari-hari.

Memperhatikan kendala-kendala vyang merupakan
kesulitan vyang dihadapi team evaluasi pada
Kantor Sekretariat NilayahrDaerah Tingkat 11
Fabupaten Kendari yakni padz waktu pelaksanaan
evaluasi kadang-akdang ada pegawai yang
dievaluasi tidak ada di  tempat. Sehubungan
dengan hal ini disarankan kiranya sebelum
relaksanaan eva]uési kerja dirasa tidak adsa
salahnya olgh pimpinan memberikan penjelasan
kepada s=setiap pegawai atau bawahan vang &akan

dievaluasi supaya tidak meninggalkan tempat

tugas untuk sementara.
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